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Pengantar Hukum Internasional

pemermntah atau otorttas Adapun pengertian hukum menurut para ahli

hukum yaitu ?

1

Leon Dugwit hukum 1alah aturan tingkah laku para anggota
masyarakat, aturan yang daya pengunaannya pada saat tertentu
dundahkan oleh suatu masyarakat sebagar jamman dar1 kepentingan
bersama dan jika dilanggar memimbulkan reaksi bersama terhadap
orang yang melakukan pelanggaran 1tu

Immanuel Kant hukum 1alah keseluruhan syarat-syarat yang dengan
m1 kehendak bebas dar1 orang yang satu dapat menyesuaikan diri
dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan
hukum tentang kemerdekaan

Para ahli lain seperti Jean Emmanual Ray berpendapat bahwa

Hukum adalah kesatuan aturan-aturan yang bersifat mengikat yang

mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan terdapat pemberian
sanks: terhadap pelanggaran oleh di mana sanks: tersebut merupakan
kewenangan pemerintah 2 Pakar lainnya yang memuliki latar pemahaman
yang berbeda merumuskan 1stilah hukum, sebagat berikut

1

Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologl, hukum hanya merupakan
suatu kebiasaan hukum (rechtgewohnhezten)

Holmes yang berpaham reahs, hukum adalah apa yang diramalkan
akan diputuskan oleh pengadilan

Paul Bohannan yang berpaham antropologis, hukum merupakan
himpunan kewajiban yang telah dilembagakan dalam pranata hukum
Karl Von Savigni yang berpaham historts, keseluruhan hukum
sungguh-sungguh terbentuk melalur kebiasaan dan perasaan
kerakyatan yartu melalu1 pengoperasian kekuasaan secara diam-diam
Hans Kelsen yang berpaham positivis, hukum adalah suatu permtah
memaksa terhadap tingkah laku manusia

Menurut O Notohamidjojo mengenar pengertian hukum bahwa
keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya
bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara
serta antarnegara yang berorientas: pada (sekurang-kurangnya) dua
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asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damar dalam
masyarakat

Beberapa rumusan definisi di atas yang dibuat oleh para ahliuntuk
melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum 3 Selamn 1tu masih banyak
lagi definisi-defmist hukum yang berbeda beda akan tetapr kalau
diperhatikan definisi-definisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut,
satu hal adalah pasti bahwa hukum 1tu berhubungan dengan manusia
dalam masyarakat Adapun pengertian hukum secara umum, hukum
adalah peraturan yang berupa norma dan sankst yang dibuat dengan
tuyjuan untuk mengatur tingkah laku kemanusiaan, menjaga ketertiban,
keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan4 Dan hukum adalah
ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulls yang
mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanks: bag: yang
melanggarnya Dari beberapa definist yang diungkapkan oleh para ahlt di
atas dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa

unsur, yartu °

1 Peraturan mengenar tingkah laku manusia dalam pergaulan

masyarakat
2 Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3  Peraturan 1tu bersifat memaksa
4  Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut harus tegas

Ruang lingkup hukum berkartan langsung dengan sistem hukum
Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas
integralitas berbagar komponen sistem hukum, yang masing-masing
memuliki fungsi tersendir1 dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang
saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan
proses, yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum
Sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas
sub-sub sistem yang lebih kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan
hukum, penerapan hukum dan lan-lan, yang hakikatnya merupakan
sistem tersendir1 dengan proses tersendiri pula Adapun komponen-
komponen sistem hukum tersebut adalah ¢
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1 Masyarakat Hukun, himpunan kesatuan-kesatuan hukum, baik
indvidu maupun kelompok, sekaligus tempat hukum itu diterapkan

2 Budaya Hukum, pemikiran-pemikiran manusia dalam usahanya
mengatur kehidupannya

3 Filsafat Hukum, formulasi nilai tentang cara mengatur kehidupan
manusia

4 Tlmu Hukum, media komunikasi antara teor: dan praktik hukum
sekaligus media pengembangan teor1, desain, konsep hukum

5 Konsep Hukum, formulas: kebyaksanaan hukum yang ditetapkan oleh
suatu masyarakat hukum

6 Pembentukan Hukum, bagian proses hukum yang meliputt lembaga
aparatur-dan saran pembentukan hukum

7 Bentuk Hukum, hasil proses pembentukan hukum

8 Penecrapan Hukum, proses kelanjutan dar1 proses pembentukan
hukum, meliput1 lembaga-aparatur-saran-prosedur penerapan hukum

9  Evaluast Hukum, proses pengujian kesesuaian antara hasil penerapan
hukum dengan undang-undang atau twyuan hukum yang telah
dirumuskan sebelumnya

111 Mengenal Istilah Hukum Internasional

Bagian 11 akan menjadi mater: yang menempatkan Hukum Internasional
sebaga1 bagian dar1 [lmu Hukum kepada mahasiswa Terminologt Hukum
Internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari
istilah bahasa asing, di antaranya International Law (Inggris), Droit
International (Prancis), dan Internationaal Recht (Belanda)’ Istilah Hukum
Internasional saat 11 telah diterima secara umum untuk menggambarkan
pranata hukum yang berlaku dalam hubungan internasional Lebih jauh
lagt, jika merujuk definisi bahasa Perancis, kata “hukum” diartikan “droit”
yang dyelaskan sebagai berikut ”

“Le droit est l'ensemble des dispositions interpretatives ou directives qui a un
moment et dans un Etat determunes, reglent le statut des personnes et des biens,
ainst que les rapports que les personnes publiques ou privees entretiennent"
Defirus: di atas dapat diartikan bahwa “Hukum adalah seperangkat
mterpretatif (petunjuk) atau arahan pada satu waktu dan dalam keadaan
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tertentu yang mengatur status orang dan harta benda serta hubungan
antara orang perorangan secara perdata atau murmi perdata” Merujuk
pada pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Hukum adalah tata
aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku
manusia Dengan demikian hukum tdak menunjuk pada satu aturan
tunggal (rule), tetap1 seperangkat aturan (rules) yang memuliki suatu
kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem Konsekuensinya,
adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu
aturan saja ?

Sedangkan 1stilah hukum internasional di sejumlah kepustakaan juga
menggunakan 1stilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang men-
dekat1 atau relatif sama dengan Hukum Internasional, yakni Hukum Antar
Bangsa (The Law of Nations), Hukum Antar Negara (Interstates Law), Hukum
Dunia (World Law), dan Hukum Transnasional (Transnational Law)

Ishlah The Law of Nations, yang diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa, memuliki akar konseptual pada
istilah yang dikenal di dalam bahasa Romawi, Ius Gentium, yakni hukum
yang berlaku antara bangsa-bangsa di jaman Romawt, termasuk kaidah
dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romaw: dengan
orang bukan Romawi dan antara sesama bukan orang Romawi 10
Selanjutnya, di1 masa menjelang berakirnya Perang Dunia II, seorang
Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat bernama Robert H Jackson
melakukan refleksi terhadap situasi peperangan saat 1tu dengan
mengemukakan pentingnya hukum antar bangsa Ila menyatakannya
sebagai berikut 11

Awareness of the effect of war on our fundamental law should bring home to our people the
imperative and practical nature of our strwving for a rule of law among the nations ’

Atau yang diarttkan bahwa “Kesadaran akan dampak perang
terhadap hukum dasar kita harus membawa pulang sifat penting dan
praktis dart perjuangan kita untuk sebuah peraturan hukum di antara
bangsa-bangsa” Sejumlah pakar juga seakan masth menegaskan bahwa
Law Among Nations merupakan esensi dari hukum mternasional pubhk
yang dipahamu saat 11 Selanjutnya, Istilah hukum antarnegara (interstates
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law) juga digunakan untuk merujuk hukum yang mengatur hubungan
antara satu negara dengan negara lainnya Dalam konteks Hukum
Internasional kontemporer, 1stilah 11 tentu mengandung suatu kelemahan
bahwa subjek hukum internasional hanyalah negara-negara Faktanya,
kendatipun negara merupakan subyek utama dalam hukum internasional,
sejumlah entitas yang memuliki kapasitas hukum mternasional terbatas
juga telah diakui sebagai subyek hukum internasional Perlu untuk
diklarifikas1 bahwa 1stilah interstate juga dapat memiliki makna lain, yaitu
hukum antar negara bagian di suatu negara federasi, sepertt misalnya
Amerika Serikat Para sarjana hukum internasional nampanyak tidak
terlalu banyak menggunakan istilah 1m karena cenderung lebih tepat
digunakan untuk 1su-1su hukum internasional yang bersifat tematik 12

112 Istilah Hukum Internasional Menurut Pakar

Perlu dyelaskan di awal bahwa terdapat beragam definisi Hukum
Internasional yang dikemukakan oleh para ahli Bhyak kiranya untuk
memahami bahwasanya perbedaan batasan terhadap Hukum Internasional
sesungguhnya berangkat dar1 cara pandang yang beragam pula F Sugeng
Istanto mengemukakan definisi hukum mternasional dalam suatu rumusan
yang membedakannya dengan Hukum Perdata Internasional sekahigus
menolak pandangan bahwa Hukum Internasional hanyalah merupakan
moral nternastonal saja Beritkut definisi tersebut dinyatakan “Hukum
Internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya
dipertahankan oleh masyarakat internasional ”

Jawahir Thontow: memberikan ulasan mengenai ruang lIingkup
Hukum Internasional sebagar berikut “Sebagai suatu peraturan hukum
yang memiliki cakupan yang cukup luas, hukum mternasional terdir1 dar:
prnsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang
tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional yang terikat
untuk mematuhinya dan melaksanakannya Selam 1tu, hukum
internasional mencakup peraturan-peraturan hukum tertentu terkait antara
indwvidu-individu dengan subyek hukum non-negara (non-State entities)
dan aktor-aktor negara yang baru (new State actors) 13
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Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, Hukum
Internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang
melandast hubungan antara subyek-subyek Hukum Internasional dan
mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas

negara Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) unsur dar batasan tersebut,
yakni

1 Terdapat prinsip (asas) hukum dan norma (kaidah) hukum

2 Berfungs: untuk melandasi hubungan antara subyek-subyek Hukum
Internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang
bersifat lintas batas negara

3  Bersifat publik

Sedangkan menurut ahli luar negert Louts Antomne Aledo definust
hukum internasional dirumuskan sebagar “ Le droit internasional public se
compose de I'ensemble des regles juridiques qui regissent les rapports entre Etats
Secara sederhana, kalimat 11 dapat diartikan bahwa "Hukum internasional
terdir1 dart keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan antara
negara-negara” Selamjutnya 1a menekankan bahwasanya hukum
internasional tidak lahir secara tiba-tiba, namun melalur proses yang cukup
panjang Jean Combacau dan Serger Sur dalam bukunya yang cukup
terperinci dan tebal, mengawali pembahasan hukum internasional publik
dengan memaparkan hubungan mternasional Kemudian, 1a memberikan
defimis1 bahwa hukum mternasional merupakan aturan yang menjalin
hubungan sosial, mengatur interaksi mternasional dan merupakan satu-
satunya hukum yang dapat melakukannya Hal mi tercermin pada
perkuliahan hukum mternasional di Perancis yang menekankan dengan
mangawali hubungan mternasional sebagai salah satu unsur yang
menciptakan hukum nternasional yang sampai saat 1 masth berlaku

Pakar lamnnya, yaitu Domimque Carreau memberikan suatu
gambaran perjalanan hukum mternasional sebelum terlahirnya negara-
negara seperti saat i Beliau menjelaskan keberadaan hukum
mnternasional dalam kitab sua injil, pada perang dunia pertama sampai
dengan perang dunia kedua Melalul tahapan penjelasan i dapat
dimengerti bahwa hukum mternasional telah ada sejak lama dan
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berkembang menjadt suatu hukum yang sempurna setelah perang dunia
kedua Tujuan hukum mternasional secara jelas dipaparkan olehnya yaitu
dalam rangka menciptakan keteraturan hubungan antara negara dan tidak

bersifat intern, lokal atau nasional

Lingkup hukum mternasional memuliki kemuripan yang sigmifikan
dengan hukum perdata mternasional, bahwa keduanya merupakan kaidah
yang mengatur hubungan subjek hukum antar negara Oleh karena 1tu,
Bernardt Audit menjelaskan terlebth dahulu perkembangan keduanya
untuk menentukan perbedaan antar dua kadah hukum tersebut Hukum
perdata imternasional terbentuk pada abad ke-19, yartu ketika hukum
internasional publik telah melakukan pengaturan hubungan antara negara
Karakteristik antara kedua bidang tersebut pun sangat berbeda, terutama
jtha diperhatikan kata “perdata” pada hukum perdata internasional
Hukum perdata internasional diciptakan untuk menyelesaikan per-
masalahan hubungan antara mndividu (subjek hukum atau badan hukum),
penyelesaian kontrak antara perusahaan satu negara dengan negara lamn
dalam konteks perbedaan negara Sedangkan hukum internasional publik
menyangkut kedaulatan wilayah atau penghormatan terhadap perjanjian
antara negara Jika melhat kepada subjek hukum mternasional yaitu
negara, orgamsasi mternasional, Palang Merah imternasional, Tahta Suc
Vatikan, Pemberontak dan Individu, maka hemat penulis, hukum
nternastonal yaitu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum
mternasional, sedangkan subjek hukum perdata internasional adalah
individu atau badan hukum di suatu negara

12 Tujuan dan Manfaat Hukum Internasional

Sebelum membahas tentang tujuan dan manfaat hukum mternasional,
perlu dikaj terlebth dahulu tentang tujuan dan manfaat hukum 1tu sendir
Kaidah hukum melindung: kepentingan manusia terhadap bahaya yang
mengancam juga mengatur hubungan di antara manusia Mengatur
hubungan di antara manusia agar tercipta ketertiban atau stabilitas dan
diharapkan dapat dicegah atau diatast terjadinya konflik atau gangguan
kepentingan-kepentingan  Mengatur hubungan manusia dan me-
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ningkatkan atau mengembangkan hubungan antar manusia Kaidah
hukum fungsinya melindung: kepentingan manusia, baik secara mdividual
maupun secara kelompok maka manusia yang memiliki kepentingan
hukum 1tu dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditegakkan Kesadaran
pada dir1 manusia pada dasarnya adalah manusia memerlukan
perlindungan kepentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan
serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain
terlindungt dar1 ancaman di sekelilingnya Sedangkan, Jeremy Bentham
dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wuud
keadilan adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest
number (kebahaglaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya
orang) Bentham juga mengemukakan bahwa tujuan perundang-undangan
untuk menghasilkan kebahagian bagi masyarakat, yaitu

1  To provide subsistence (untuk member: nafkah hidup)

2 Toprovide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah)
3 To provde security (untuk memberikan perlindungan)

4  To attain equity (untuk mencapai kebersamaan)

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian
dan kemanfaatan Keadilan harus mempunyar posist yang pertama dan
yang paling utama dar1 pada kepastian hukum dan kemanfaatan Tujuan
dan manfaat hukum secara umum berbanding lurus dengan tuyjuan dan
manfaat hukum internasional sebagai cabang ilmu hukum Namun,
sebelum membahas tujuan dan manfaat hukum internasional, maka perlu
diketahur bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk komist
hukum nternasional (International Law Commusson) pada tanggal 21
November 1947 Tugas yang diemban oleh komisi hukum mternasional
jalah menjaga dan memelihara perkembangan pembentukan hukum
mternasional Komisi im tidak hanya mengatur kesepakatan antara negara
tap1 juga menjadikan hukum, internasional lebih terkodifikast sehingga
memudahkan dunia mnternasional mengakses dokumen-dokumen yang
dungmkan Lalu, apakah sebenarnya tujuan dari hukum nternasional?
berdasarkan catatan dar1 komusi hukum internasional PBB, atau yang
dikenal dengan la comusion de droit wnternasional, hukum iternasional
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memuliki tugas untuk mengatur hubungan antara negara Sehingga
tercapat tujuan utama yaitu menjaga ketertiban dan keamanan

Piagam PBB, yang telah ditandatangan: pada tanggak 26 Jun1 1945 di
San Fransisco, menyatakan dalam pembukaan dan dalam Pasal 1 bahwa
tuyjuan utama PBB adalah menjaga keamanan melalul cara-cara
perdamaian Begitu pun kerap kali yang disampaikan oleh Sekretaris
Jenderal PBB, di mana setiap hima tahun berganti, selalu memberikan
anjuran menjaga perdamaian dan menghindar: kekerasan dalam mencapai
keamanan Tujuan PBB m1 dapat dianggap sebagalr manfaat dar eksistensi
hukum mternasional Hans Kelsen mengungkapkan dalam buku yang
dituhis oleh Jimly dan Syafa’at, yang pada mtinya menyatakan bahwa
tujuan dan manfaat hukum internasional sebaga1 salah satu cabang 1lmu
hukum adalah untuk mendorong manusia dengan tehnik tertentu agar
bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum 14

13 Hukum Internasional Publik dan Privat

Sepert1 yang telah dyelaskan pada sub topik sebelumnya, bahwa Hukum
Internasional Publik mengatur hubungan antara subjek hukum, yaitu
negara dan Hukum Internasional Publik mengatur antara subjek hukum,
yaitu individu Dalam praktiknya, Hukum Internasional Privat dikenal
dengan Hukum Perdata Internasional Mochtar Kusumaatmadja dan Etty
R Agoes secara eksphsit mengemukakan definis1 Hukum Internasional
Publik untuk membedakannya dengan Hukum Perdata Internasional
Hukum Internasional Publik didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan
asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas
negara (hubungan mternasional) yang bukan bersifat perdata

Sebenarnya, tidak sulit untuk membedakan antara Hukum
Internasional Publik dan Privat karena ada beberapa hal yang mem-
bedakan antara keduanya antara lamn dari sumber pembentukan dan
subjek hukumnya Pertama dar1 sumber hukum, jika diartikan secara
sederhana bahwa sumber hukum di siu yaitu lahirnya hukum, secara
formil, maka antara hukum internasional publik memiliki sumber hukum
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yang lahir dar1 kesepakatan antara negara berupa perjanjian internasional,
kebiasaan yang disepakati bersama oleh setiap negara, doktrin-doktrmn
umum yang diakui secara internasional dan yurisprudens: atau keputusan-
keputusan hakim terdahulu yang disepakati untuk dyadikan rujukan oleh
setiap negara Sedangkan sumber hukum perdata internasional merupakan
hukum positif nasional setiap negara Sebagat contoh hukum perkawinan
yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah
hukum yang berlaku di Indonesia yang dapat menjadi sumber hukum
perdata internasional bila dalam sengketa perdata internasional terdapat
keterkaitan dengan Indonesia Contoh lain 1alah Pasal 3 Civil Code Perancis
tahun 1804 mengenat les lois de police et siiréte’s yang menyatakan bahwa
stapa pun yang tinggal di Perancis tunduk pada undang-undang Perancis

Oleh karena 1tu, yang dimaksud dengan sumber hukum perdata
internasional 1alah seluruh aturan lokal yang mengatur unsur-unsur asing

Lalu perbedaan kedua 1alah terkait dengan siapa yang membuat
hukum tersebut Apakah pembuat hukum internasional publik dan hukum
perdata internasional sama? Tentu jawabannya tdak, bahkan tidak
terdapat hubungan antara pembentuk aturan keduanya Dalam hukum
internasional publik atau biasanya hanya disebut hukum internasional,
sumber hukum diciptakan atas kesepakatan bersama antara negara melalu
perjanjian atau kesepakatan Sebagai contoh Pragam Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) dibentuk atas kesepakatan bersama antara negara-negara
anggota PBB Sifat dar1 Plagam PBB tersebut masth umum dan sangat luas
di1 mana setap negara yang telah menjadi anggota PBB mempunyai
kewapiban untuk menerapkan dalam aturan nasional negara masing-
masing Sedangkan pembentukan sumber hukum perdata internasional,
musainya pada UU No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU tersebut
dibentuk oleh badan legislatif Indonesia tanpa campur tangan negara lam

Kemudian, perbedaan yang ketiga dapat dilthat dar1 subjek hukum
atau siapakah yang wajb melaksanakan aturan-aturan atau keputusan-
keputusan yang telah ditetapkan D1 dalam hukum internasional, yang
menjad: subjek hukum 1alah negara, individu (dalam art: terbatas), palang
merah nternasional atau organisast internasional dan tahta suc vatikan
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Sedangkan subjek hukum perdata internasional hanya dapat diterapkan
kepada mdividu dan badan hukum Sebagai contoh dalam sengketa
perbatasan antara Malaysia dan Indonesia yang menjad: subjek adalah
pemerintah Malaysia dan Indonesia Contoh lamnnya 1alah Thomas
Lubanga didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional karena telah
menggunakan anak di bawah umur untuk melakukan perang Di siu
sebagal individu pun dapat menjadi subjek hukum internasional namun
dalam perkara publik yaitu pelanggaran hukum humaniter mternasional
Sedangkan subjek hukum perdata mternasional dapat berupa mdividu
atau badan hukum Sebagai contoh perceraian antara dua warga negara
berbeda, mereka akan diputuskan berdasarkan hukum apa dan di: mana
Lalu contoh lain dar1 hukum perdata internasional ialah wanprestast
perusahaan yang membatalkan pengiriman barang ke luar negen
Berdasarkan hukum apakah wanprestast tersebut harus diadilt

Jika diamati lebih dalam, perbedaan antara hukum internasional dan
hukum perdata internasional masth banyak yang dapat dibedakan Sekali
lagr sangat penting dapat membedakan keduanya karena dengan
memahamu perbedaan maka secara tidak langsung mengert: apa 1st yang
terkandung dalam hukum internasional dan hukum perdata mternasional

14 Cabang Hukum Internasional

Secara garis besar, hukum nternasional dapat digolongkan ke dalam dua
bagian besar, yaitu hukum mnternasional publik dan hukum perdata
internasional Namun, pertanyaannya kemudian apakah hukum perdata
internasional (HPI) masuk ke dalam bagian hukum internasional atau
tidak Hal m1 yang masih menjadi perdebatan yang cukup sengit ch antara

para pengajar khususnya konsentras: hukum internasional dan konsentrast
hukum perdata

Cabang 1lmu hukum mternasional publik (atau dikenal dengan
hukum internasional) melandaskan kepada sumber hukum yang
digunakan dalam menyelesatkan perkara 1alah mstrumen hukum
internasional yang tertuang dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah
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Internasional'¢ (Statute of The International Court of Justice) Selamn 1tu, bidang
lan dianggap atau dapat digolongkan ke dalam hukum perdata
internasional Selain pertimbangan sumber hukumnya, tentu subjek
hukum nternasional pun menjadi bahan pertimbangan apakah peristiwa
hukum tersebut HI atau bukan Subjek HI yang dikenal secara umum yaitu
terdir1 dart negara, Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional,
Organisast Internasional, Pihak berperang dan Individu Selebihnya
terdapat perbedaan pendapat d1 antara para ahli hukum internasional yang
pada kestmpulannya menyatakan bahwa subjek hukum internasional terus
berkembang seiring dengan waktu

D1 Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang menjad: mata kuhah
konsentras1 hukum mternasional publik yaitu hukum laut mternasional,
hukum ekonomi internasional, hukum udara dan angkasa, hukum
diplomatik, hukum perjanpan 1nternasional, hukum organisasi
mternastonal, hukum penyelesaian sengketa internasional, hukum
teknolog1 dan informasi, hukum lingkungan internasional Sederet mata
kuliah hukum internasional publik tersebut mengalami perubahan seiring
dengan waktu dan kebutuhan serta sumber daya manusia yang ada Oleh
karena 1tu bidang hukum nternasional publik bergerak dinamis serring
dengan bergeraknya masyarakat internasional

Penutup

Berdasarkan pemaparan mater1 di atas, dapat disimpulkan bahwa
terminologt Hukum Internasional yang digunakan di Indonesia
merupakan padanan dari istilah bahasa asing, di antaranya International
Law (Inggrs), Droit International (Prancis), dan Internationaal Recht
(Belanda) Sejumlah kepustakaan juga menggunakan 1stilah-istilah berbeda
yang memuliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan Hukum
Internasional, yakn1 Hukum Antar Bangsa (The Law of Nations), Hukum
Antar Negara (Inferstates Law) Hukum Dunia (World Law), dan Hukum
Transnasional (Transnational Law) Beragam defist Hukum Internasional
yang dikemukakan para pakar setidaknya memuiliki benang merah adanya
3 (tiga) unsur dar batasan tersebut, yakm pertama, terdapat prmsip (asas)
hukum dan norma (kaidah) hukum, kedua, berfungsi untuk melandasi
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hubungan antara subyek-subyek Hukum Internasional dan mengatur
persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara, dan
ketiga, bersifat publik Perlu juga diketahur bahwa Hukum Internasional
publik telah berkembang menjadi sejumlah disiphn 1lmu baru yang telah
digjarkan di berbagar program stud: hukum pada berbagair perguruan
tinggt di durmia, di antaranya Hukum Laut Internasional, Hukum
Diplomattk dan Konsuler, Hukum Perjanpian Internasional, Hukum
Orgamsast  Internasional, =~ Hukum  Perburuhan/Ketenagakerjaan
Internasional, Hukum Migrasi Internasional, Hukum Pengungsi
Internasional, Hukum Udara, Hukum Angkasa, Hukum Lingkungan
Internasional, Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Perdagangan
Internasional, Hukum Pembangunan Internasional, Hukum Investas:
Internasional, Hukum Pidana Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia
Internasional, dan Hukum Penyelesaian Sengketa Internastonal

Latihan

Setelah memahami pemaparan mater: sebelumnya, mahasiswa diharapkan
dapat memaham pertanyaan-pertanyaan berikut

1 Jelaskan pengertian Hukum Internasional menurut para ahh'
2 Jelaskan perbedaan antara Hukum Internasional Publik dan Hukum
Perdata Internasional’
3 Uraikan ruang hngkup bidang-bidang Hukum Internasional Publik
berikut dan sebutkan minmmal 2 (dua) mstrumen hukumnya!
a  Hukum Humaruter Internasional
b  Hukum Perjanjian Internasional
¢ Hukum Lingkungan Internasional
d Hukum Laut Internasional
e Hukum Penyelesalan Sengketa Internasional

Prof Kansil Chanistine S T Pengantar llmu Hukum Indonesia (Jakarta Rineka Cipta 2014)

2 Jean Emmanual Ray Aborder Les Etudes De Droit Seuil 1996 Hlm 4

Eddy Omar Sharef Hrartej, United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum
Indonesia Jurnal Munbar Hukum, Vol 31 No 2, 2019, Https //Dor Org/10 22146 /Jmh 43968
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Aditya Zaka Firma, Romantisme Sistem Hukum di Indonesia Kajian Atas Konstribus1 Hukum
Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesta Rechtsvinding Vol 8, No
1 2019 10 33331/Rechtsvindmg V8i1 305

Muhammad Zakiu Hakimi - Hukum dan Penyelesatan Sengketa  Acaderma 2016

MKhazim Sistem Hukum- Perspektif Imu Sosial (Bandung Nusa Media, 2009)

Sara Sarmula Begem Nurul Qamar Hamza Baharuddin  Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran
Hak Asast Manusia (HAM) Berat Melalu1 Mahkamah Pidana Internasional , Sign Jurnal Hukum Vol
1,No 1,2019 Https //Jurnal Penerbitsign Com/Index Php/Sjh/ Article/ View /28

Sulkipani Emil El Faisal, Hukuman Mati dan Jurisdikst Indonesia Dalam Sistem Hukum
Internasional (Analasis Eksekusi Hukuman Mati terhadap Terptdana Kasus Narkoba di Indonesia
Tahun 2015) Jurnal Bhineka Tunggal Ika Vol 2, No 1 2015, Https //Core Ac Uk/Download
/Pdf/267824604 Pdf

Dikutip dar1 Buku Teort Hans Kelsen tentang Hukum Him 13 Ditulis oleh Prof Dr imly dan Alr
Safa at, SH M H Diterbitkan oleh Sekretarat Jenderal dan Kepniteraan Mahkamah Konstitust Ry,
Jakarta 2006

Moh Radjab Hukum Bangsa Bangsa Suatu Pengantar Hukum Internasional (Jakarta Bhrataea, 1996),
Terjemahan dart JL Brierly, The Law of Nations An Introduction to the International Law of Peace
(London Oxford University Press 1968)

Robert H Jackson Annual Meeting of the American Society of International Law (Washington D C,
1945)

Wagiman dan Anasthasia SM Mandagi, Terminologt Hukum Internasiona (Jakarta Smar Grafika
2016)

Natsr1 Anshari, Tanggung Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional
Indonesia , Teras Law Review Jurnal Hukum Humamter dan Ham, Vol 1 No 1, 2005 Hitps //
Www Tryjurnal Lemhit Trisakti Ac Id/ Teras Lrev/Article/ View /5379

Teor1 Hans Kelsen tentang Hukum Prof Jimly, SH MH, Al Syafaat SH MH Him 15
Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R1 Jakarta 2006
Istilah Lois De Police Et Siirete Internal Perancis Merwyjuk Kepada Aturan aturan yang untuk
Menjaga Ketertiban Sosial, Politik dan Ekonomt di dalam Negara

Mahkamah Internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den
Hag (Belanda) Para anggotanya terdin atas ahli hukum terkemuka yakm 15 orang hakim yang
dipihih dar1 15 negara berdasrkan kecakapannya dalam hukum dan masa jabatan mereka 9 tahun
mahkamah agung internasional atau biasa disebut mahkamah internasional, merupakan
mahkamah pengadilan tertingg: di seluruh dunia pengadilan internasional dapat mengadih semua
perselisthan yang terjadi antara negara bukan anggota PBB dalam penyelesalan 11 jalan damat
yang selaras dengan asas asas keadilan dan hukum internasional yang digunakan mahkamah
internastonal mengadilt perselisthan kepentingan dan perselisthan hukum mfirmast dapat dilihat
pada situs resmu mahkamah 1nternasional http //www 1¢j cyj org/

-00000-
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yang lebih menyeluruh, pemaparan mi akan didahului dengan mem-
berikan pengerttan sumber hukum berdasarkan hukum di Indonesia
kemudian sumber hukum berdasarkan hukum nternasional

21 Pengertian Sumber Hukum

Jean Emmanuel Ray! memberikan gambaran kepada pembaca dalam
karyanya “aborder les etudes de droit”, bellau mengajak pembaca untuk
membayangkan bahwa hukum sepert: suatu muara air yang bersumber
dar berbagai tempat, sungai, air hujan, dan lain sebagamya 2 Begitu pun
hukum di Indonesia, yang dapat saja secara materil bersumber dan
berbagar hal seperti agama, budaya, dan kebiasaan yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat Secara garis besar, seorang sarjana hukum
harus dapat memahami dan mengenal dua sumber hukum, yaitu sumber
hukum materil dan sumber hukum formil Adapun pengertian sumber
hukum materil dan sumber hukum formul yaitu

1 Sumber Hukum Materl, yaitu segala sesuatu yang berasal dart
ndividu atau pendapat umum yang menentukan 1st hukum Di1 sint
yang menjadi pembentukan hukum yaitu anggota masyarakat dan
juga pendapat umum

2 Sumber Hukum Formul, yaitu segala sesuatu bentuk atau kenyataan di
mana dapat ditemukan hukum yang berlaku Sebagar contoh Undang-
undang, kebiasaan, yurisprudenst, kesepakatan, dan doktrin

Selain pengertian sumber hukum materil dan sumber hukum formul,
terdapat juga sistem hukum corl low dan sistem hukum Anglo saxon

Adapun penguraian sistem hukum Ciwil Law dan Sistem Hukum Anglo
Saxon adalah sebagai berikut

a Sumber hukum Civil Law
Sistem Cinl Law mempunyar tiga karaktenstik, yaitu adanya
kodifikast, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-
undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan
bersifat inkuisitorial Karakteristik utama yang menjad:t dasar sistem
Hukum Cwil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat,
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karena diwuyudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk
undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi
Karakteristik dasar mu dianut mengingat bahwa nilai utama yang
merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum

Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan
hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-
peraturan hukum tertulis Dengan tujuan hukum 1tu dan berdasarkan
sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan
hukum yang mempunyar kekuatan mengikat umum Karakteristik
ketiga pada sistem hukum Civil Law adalah apa yang oleh Lawrence
Friedman disebut sebagar digunakannya sistem Inkuisitorial dalam
peradilan D1 dalam sistem 1tu, hakim mempunyai peranan yang besar
dalam mengarahkan dan memutuskan perkara, hakim aktf dalam
menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukt

Sumber Hukum Anglo Saxon

Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang
didasarkan pada yurispudens:, yartu keputusan-keputusan hakim
terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim
selanjutnya Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebth me-
ngutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamus sejalan
dengan dinamika masyarakat Pembentukan hukum melalu1 lembaga
peradilan dengan sistem jurisprudenst dianggap lebith baik agar
hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang
dirasakan oleh masyarakat secara nyata Sistem hukum i diterapkan
di1 Irlandia, Inggris, Austraha, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada
(kecuali Provinst Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara
bagian Lousiana mempergunakan sistem hukum mi bersamaan
dengan sistm hukum Eropa Kontinental Napoleon) Selain negara-
negara tersebut, beberapa negara lamn juga menerapkan sistem hukum
Anglo-Saxon campuran, musalnya Pakistan, India dan Nigernia yang
menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo saxon, namun juga
memberlakukan hukum adat dan hukum agama
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Sebelum mengupas lebth dalam mengenai sumber hukum
mnternastonal, sangat penting terlebth dahulu pembaca memahamu dan
kembali untuk mengulang pengertian sumber hukum 1tu sendir1 kemudian
sumber hukum nasional atau yang berlaku di Indonesia Setelah 1tu pada
pembahasan kedua dalam bab sumber hukum i akan dikupas juga
pengertian sumber hukum internasional serta apa saja yang menjadi
sumber hukum internasional

23 Pengertian Sumber Hukum Internasional

Telah ditetapkan dalam Piagam PBB (Charter of the United Nations) pada
Pasal 7 tentang penetapan pendirian Mahkamah Internasional (International
Court of Justice) Sebaga1 salah satu organ penting di PBB, Mahkamah
Internasional (MI) inilah yang nantinya berfungsi dan bekerja dengan
berpedoman kepada Statuta Dalam Statuta Mahkamah Internasional
tersebut drelaskan secara eksplisit bahwa setiap keputusan dari hakim
Mahkamah Internasional harus berdasarkan kepada Pasal 38 Dinyatakan
dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional bahwa

The Court, whose function 1s to decide n accordance with international law such
disputes as are submtted to 1t, shall apply

1) mternational conventions, whether general or particular, establishing rules
expressly recognized by the contesting states,

2) nternational custom, as evidence of a general practice accepted as law,

3)  the general principles of law recognized by rinlized nations,

4)  subject to the provisions of Article 59, [e that only the parties bound by the
deciston 1 any particular case,] jucicial decisions and the teaclungs of the most

Inghly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the
determination of rules of law

Pasal 38 Ayat (1) Mahkamah Internasional menggambarkan dan
dinyatakan bahwa sumber-sumber hukum yang digunakan dalam
membuat suatu keputusan ialah
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231 Perjanjian Internasional

Sumber hukum internasional yang pertama adalah perjanjan internasional
atau yang sering disebut dengan konvens: mternasional Istilah konvensi
tersebut merupakan serapan dar1 bahasa latin conventio dan convence, lalu
dalam bahasa inggris dan Perancis ditulis menjadi convention 3 Tulisannya
sama namun pengucapannya saja yang berbeda Jika diartikan dalam
kamus bahasa Perancis, 1stilah convention yaitu kesepakatan antara dua
atau lebih pihak-pihak dalam rangka menciptakan hukum bag: pihak-
pihak yang telah sepakat tersebut Pihak di sini adalah subjek hukum
internsional, yaitu negara

Perjanpian Internasional adalah salah satu sumber dari hukum
internasional yang diakui oleh masyarakat internasional, maka perjanjian
internasional dimasukan sebagar sumber hukum internasional yang
dimuat dalam Pasal 38 ayat 1 dar1 Plagam Mahkamah Internas.onal Dalam
perjanjian internasional juga mengenal Asas Pacta Sun Servanda yang
menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat
dan harus ditaati Pengertian perjanjian internasional sendiri terdapat
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Konvens1 Wina 1969 yang mengatur bahwa

“An nternational agreement concludes between states i written form and

governed by mnternational law, whether embodied 1 a single instrument or m fwo

or more instruments and whatever 1ts particular designation”

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a Konves: Wina 1986
ditegaskan bahwa subjek perjanjian internasional lebih diperluas sebagai
berikut

“Treaty means an international agreement governed by international law and

conclude 111 written form

1)  Between one or more states and one or more iternational orgamsations
2) Between international orgamsations, whether that agreement 1s embodied 1n a
stngle instrument or 1 fwo or more related mstruments a whatever 1ts
particular designation
a Perjanjian Internasional menurut Para Ahli
1) Menurut Jeremy Bentham Perjanjian mternasional adalah aturan

yang mengatur hubungan antar negara Jeremy Bentham adalah
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2)
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orang pertama yang mencetuskan 1ishlah perjanjian internasional
pada tahun 1780

Menurut Oppenheim Hukum internasional adalah perjanjian
antara negara maupun organisast yang mengatur hubungan antar
negara maupun organusasi internasional dan melahirkan hak serta
kewajiban bagi pthak d1 dalamnya

Menurut Mochtar Kumaatmadja Perjanjian internasional adalah
perjanjian antarbangsa yang memiliki tujuan tertentu yang
ditimbulkan akibat hukum tertentu

Menurut Schwazenbenger Dilansir dar1 Legal Service India,
perjanjian internasional adalah aturan hukum yang berlaku antara
negara maupun entitas lamn yang telah diberikan kepribadian
mternasional Schwazenbenger beianggapan entitas apa pun yang
berada di dalam perjanjan internasional memiliki hak dan
kewayiban yang telah diatur d1 dalamnya

Dilihat darn beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan
sebagai beritkut 4

1)

3)

Perjanjlan international harus berbentuk tertulis agar dapat
dyadikan bukt1 otentik bahwa perjanjian tersebut memang ada dan
benar merupakan hasil dar1 kesepakatan para negara pihak
Biasanya kesepakatan itu akan dirumuskan menggunakan bahasa
yang dapat dimengerti oleh para pihak tetap1 pada umunya bahasa
yang digunakan adalah bahasa inggris sebagai bahasa yang
digunakan hampir di seluruh dumia yang merupakan bahasa
pergaulan di dumia international

Perjanpiair  internasional diatur oleh hukum 1aternasional,
dikarenakan perjanjian internasional pasti membebani para pihak
dengan hak dan kewajiban sehingga muncul akibat hukum bag:
para pthak, maka perjanjian tersebut harus tunduk pada hukum
mternasional, maupun hukum perjanjan internasional pada
umumnya

Perjanjian internasional mempunyar obyek tertentu, pada
prinsipnya setiap perjanjian pastt memuat obyek yang akan




Sumber Hukum Internasional 25

diperjanjikan begitu juga dengan perjanjian internasional biasanya
obyek tersebut akan menjadi nama dari perjanjian yang akan
dilaksanakan mengingat dalam perjanjan international tidak
diatur secara sistematis penggunaan nama

b Klasifikasi Perjanjian Internasional’

1)

6)

Menurut subyeknya, perjanjian Internasional dibagi menjadi
perjanjian antara negara dan subyek hukum internasional, dan
perjanjian antar-subyek hukum mternasional

Menurut jumlah pesertanya, perjanpan mnternasional dibag:
menjadi perjanjian bilateral (dua pihak) dan perjanjian multilateral
(lebih dar1 dua pihak)

Menurut proses pembentukannya, perjanjian internasional dibag:
menjadi tiga tahap (perundingan, penandatanganan, dan
ratifikasi), serta dua tahap (perundingan dan penandatanganan)
Menurut 1sinya, perjanjian mternasional dibagr menjadi segt
politis, segi hukum, seg1 ekonomi, segi batas wilayah, dan segi
kesehatan

Menurut strukturnya, perjanjian mnternasional dibagt menjadi law
making treaties (aturan hukum yang berlaku di seluruh dunia) dan
treaty contract (aturan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak dalam
perjanjian saja)

Menurut sifat pelaksanaanya, perjanpjan mternasional dibagi
menjadi dispositive treaties dan executory treaties

¢ Tahapan Perjanpian Internasional

)

Perundimgan, berisi negosiasi secara diplomatis yang dukut oleh
delegas1 negara dalam membicarakan tujuan, aturan, hak, serta
kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua prhak
Penandatanganan dilakukan oleh delegasi pihak diatas kertas
perjanjian internasional

Ratifikas1 atau pengesahan adalah pengesahan dokumen perjanjian
internasional di negara asal oleh kepala negara

Pengumuman atau deklarasi, di mana perjanjian internasional
diberitahukan kepada rakyat
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d Contoh Perjanjian Internasional
Contoh dar1 perjanpian internasional di antaranya yaitu Perjanjian
Linggarjati, Perjanjlan Konferenst Meja Bundar Perjanjian New York,
Piagam PBB, Protokol Jenewa Konvens: Senjata Biologis dan Racun
(BWC), Konvensi Senjata Kimia (CWC), Konvensi Perlindungan
Tanaman Internasional (IPPC), Kemitraan Global Melawan Penyebaran
Senjata dan Bahan Pemusnah Massal (GP), dan lain sebagamnya

232 Kebiasaan Internasional

Untuk dapat diyadikan sumber hukum, suatu kebiasaan internasional
harus melalur beberapa tahapan Istilah kebiasaan dalam keseharian yaitu
suatu tindakan yang tidak hanya sekal: atau dua kali dilakukan, namun
berkalt kali Kriteria pertama milah yang harus dipenuhi oleh suatu
tindakan untuk dapat menjadi kebiasaan internasionalé Adanya
pengulangan tindakan tersebut sering dan berkelanjutan Tindakan yang
dilakukan sering dan berulang tersebut tidak ada yang menentang bahkan
dukuti Aksi mengikuti tindakan tersebut dapat dimaknar bahwa adanya
dukungan dar1 pthak yang mengikut: indakan

Sebagaimana contoh yang sering kita lthat dan perhatikan yaitu
tindakan seseorang mengacungkan bendera putith untuk menyatakan
menyerah dalam perang Tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa pihak
untuk menyatakan maksud yang sama, yaitu menyerah Bahkan dalam
dunia tijupun, kain putth yang dilemparkan ke atas ring merupakan
bentuk 1syarat bahwa si petimju menyerah dan tidak ingin melanjutkan
pertarungan lagt Dalam hukum humaniter mternasional tidak ditemukan
ketentuan tanda putth adalah menunjuan sikap menyerah Dalam
ketentuan hanya disebutkan bahwa jika lawan sudah menyerah atau
menunjukan stkap menyerah Sikap seperti mi sering dilakukan dan
bahkan ditiru leh berbagar pihak sehingga menjadi kebiasaan internasional
yang disepakati bersama

a Kedudukan Kebiasaan Internasional dalam Hukum Internasional
Mochtar Kusumaatmadja, dengan tegas mengatakan, urutan
penyebutan sumber-sumber hukum 1tu tidak menggambarkan urutan
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pentingnya masingmasing sumber tersebut sebagai sumber hukum
formal, karena soal 1tu tidak diatur sama sekali oleh pasal 38 ayat (I)
Statuta Mahkamah Tetap: dengan ditegaskannya dalam pasal 38 ayat
(1) sub d, bahwa putusan pengadilan dan pendapat para ahli hukum
terkemuka dar1 berbagai bangsa sebagai cara-cara subsider untuk men
emukan adanya peraturan hukum, secara a contrario dapat distmpulkan
bahwa, ”“sumber-sumber (formal) hukum internasional pada pasal 38
ayat (I) a, b dan ¢, adalah merupakan sumber Primer” Oleh karena 1tu
(international conventions, mternational custom dan general principles of
law) sarna-sarna mempunyai kedudukan sederajat 7

Dengan tidak adanya urutan penting dan tidaknya kedudukan ketiga
sumber hukum primer tersebut, sehingga tak dapat ditarik suatu garis
prioritasnya, maka Mahkamah internasional ataupun badan peradilan
mternasional lainnya, tidak dibatas1 kebebasannya untuk menerapkan
salah satu dar1 ketiganya terhadap suatu kasus tertentu Misalnya,
Mahkamah dapat menerapkan prinsip-prinsip hukum umum
walaupun terhadap kasus 1tu sudah ada pengaturannya dalam
perjanjian internasional ataupun kebiasaan internasional Hal i1 sudah
barang tentu harus dengan pertimbangan mana yang lebith menjamm
rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan hukum para pihak yang
bersengketa Dengan tidak adanya urutan penting dan tidaknya
kedudukan ketiga sumber hukum primer tersebut, tidak dapat ditarik
suatu garis prioritasnya, maka Mahkamah internasional ataupun
badan peradilan internasional lainnya, tidak dibatasi kebesarannya
untuk menerapkan salah satu dart ketiganya terhadap suatu kasus
tertentu Misalnya, Mahkamah dapat menerapkan prmsip-prinsip
hukum umum walaupun terhadap kasus 1tu sudah ada pengaturannya
dalam perjanjian internasional ataupun kebiasaan internasional Hal 1
harus dengan pertimbangan mana yang lebth menjamun rasa keadilan
dan memenuhi kebutuban hukum para pihak yang bersengketa
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Kebiasaan Hukum Internasional sebagair Sumber Hukum dalam Arti
Formal

Istilah sources of international Law dapat diartikan bermacam-macam
dan antara lain diadakan perbedaan antara sumber hukum dalam arti
formal dan dalam artt materul walaupun di antara para sarjana
hukum ternasional tidak terdapat kesepakatan mengenai
pengertiannya Misalnya apa yang dimaksud dengan sumber hukum
dalam art1 formal oleh Mochtar Kusumaatmadja, diartikan sebagai
sumber hukum dalam arti materul oleh Starke Namun sebagat
pegangan dapatlah diartikan bahwa sumber hukum dalam art1 formal
itu adalah di mana ditemukan ketentuan-ketentuan hukum
internasional 1tu8 Yang terpenting bagi kita dalam membicarakan
sumber-sumber hukum mternastonal adalah sumber hukum dalam art1
formal mi, yaitu pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah nternasional)
yang berbunyr Bagi Mahkamah yang tugasnya memberikan
keputusan sesuai dengan hukum mternasional untuk perselisithan yang
diajukan padanya, akan berlaku

1) Perjanjian-perjanjian 1nternasional, baik yang umum maupun
khusus, yang dengan tegas menyebut ketentuan-ketentuan yang
diakui oleh negara-negara yang berselisih

2) Kebiasaan-keblasaan mternasional yang terbuktt merupakan
praktik-praktik umum yang diterima sebagar hukum

3) Prmsip-prinsip hukum umum yang diakur oleh bangsa-bangsa
yang beradab

4) Keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang
paling terkemuka dar1 berbagar negara sebagai sumber tambahan
bagi menetapkan kaidah-kaidah hukum

Hubungan Kebiasaan Internasional dengan Peranjan-perjanjian

Internasional dan dengan Prinsip-prmsip Hukum Umum

Walaupun secara juridis formal antara kebiasaan, perjanjian

internasional dan prmsip-prinsip  hukum umum mempunyat

kedudukan sederajat namun secara juridis material berbeda Kebiasaan

Internastonal merupakan kaidah positif, jadi konkrit dan real sifatnya 9
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Sedangkan prmnsip-prinsip hukum umum, karena hanya sebagai
prinsip atau sebagai asas hukum, 1a bukan merupakan hukum positif,
sifatnya jelas abstrak Demikian pula perbedaannya dengan perjanjian
internasional, sebagai kaidah hukum positif, tentulah lebih jelas bentuk
dan wujudnya serta lebth mudah dikenal, oleh karena proses pem-
bentukannya mengikut1 aturan tertentu

Ditinjau dar1 segi juridis maternl, tampak perbedaan antara kebiasaan
dan peranjian internasional di satu pihak dengan prinsip-prinsip
hukum umum di lamn pithak Prinsip-prinsip hukum umum, dapat
menjad:t dasar bagi kaidah (hukum) kebiasaan dan perjanjian
internasional Setiap kebiasaan ataupun perjanjian internasional dapat
dikembalikan kepada asasnya yaitu asas-asas hukum (umum) itu
sendir1 Maupun dar1 prinsip-prinstp hukum umum tersebut dapat
diturunkan atau drrumuskan kaidah-kaidah hukum positif Jadi
jelaslah bahwa asas-asas hukum umum 1tu bukanlah hukum positif 10
Oleh karena 1tu, prinsip-prinsip hukum umum 1tu secara juridis
materul terletak di atas daripada perjanjian ataupun kebiasaan
mternasional

d Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peranan Kebiasaan Internasional
sebagai Sumber Hukum Internasional
1) Adanya penggeseran Sumber HI yang utama Custom menjadi yang
utama Conventions atau Treaties
Pada mulanya hukum internasional lebth banyak berpedoman
kepada kebiasaan-kebiasaan negara dan kepada pendapat para ahli
hukum terkemuka di duma “  the teachings of the most ghly qualified

”

publics of the wvarious nations Karena di masa-masa lampau
custom memegang peranan yang utama sebagair sumber hukum
internasional Akan tetap: akhir-akhir 1 dengan perkembangan
dunia yang begitu pesat di berbagai bidang maka terdapatlah
peralthan sumber hukum internasional yang utama customs
menjadi yang utama conventions atau treaties Negara-negara baru
merdeka yang sedang berkembang in1 banyak yang merasa bahwa

custom yang tumbuh dan berkembang di dunia Barat banyak yang
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telah dipergunakan sebagai alat untuk menguasar mereka dan
karena 1tu mereka merasa tidak banyak gunanya untuk mem-
pertahankannya Sebagai contoh, musalnya sewaktu Pemermtah
Republik Indonesia mengadakan tindakan ambil alih Perusahaan
milik Belanda terutama perkebunan yang kemudian disusul
dengan tindakan Nasionalisasi

Peranan Hukum Internasional dalam Ekonomi Internasional

Hal 1 terutama disebabkan oleh karena negara-negara di dunia
kin1 semakin banyak terlibat dan menumpahkan perhatiannya
kepada soal-soal kesejahteraan umat manusia daripada masa-masa
lalu Dengan munculnya multi-polarisme dalam bidang politik dan
ekonomi, sementara dalam bidang militer Amerika Serikat dan Uni
Soviet masth terus memegang supremast Peningkatan anggaran
militer negara-negara maju merupakan salah satu sebab utama
berkurangnya bantuan ekonomi kepada negara-negara yang
sedang berkembang Negara-negara berkembang penghasil
minyak telah memanfaatkan minyaknya untuk tujuan-tujuan
politik sepert1 pada kasus embargo minyak Arab pada masa yang
lalu Secara umum embargo tersebut mengenat sasarannya, tetapi
secara ekonomis memukul negara-negara berkembang yang
mengmmpor minyak Krisis pangan dunia yang menyangkut nasib
dan harkat hidup umat manusia nampaknya hampir lolos dari
perhatian negara-negara maju Dengan demikian jelas bahwa di
dalam soal-soal yang menyangkut segi-segt sosial-ekonomis 11
perlu norma-norma baru yang sesuai dan harus disepakati
bersama dan sukar dicarikan penyelesaiannya dalam hukum
kebiasaan internasional d1 masa-masa lampau

Tendens1 Hukum Internasional Dewasa i dalam Masalah
Ekonomt Indonesia

Dumia modern tdak saja membawa kita kepada kemajuan-
kemajuan teknolog1 yang menakjubkan akan tetap: juga pada
bayangan ketakutan akan semakin bertambah meningkatnya
segala macam bentuk kejahatan, seperti pembajakan di udara
terorisme serta penggunaan teknologi baru di bidang per-
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lengkapan (senjata) perang Dalam menghadap: perkembangan
yang membahayakan itu maka PBB dalam tahun 1980 telah
mengadakan pembahasan masalah tersebut secara intensif dan
akhirnya telah dikeluarkan resolust Majelis Umum PBB dengan
judul "Consideration of effective measures to enhance the protection,
secunty and safety of diplomatic and consular mussions and
representatives” 11 Resolust tersebut antara lain mendesak kepada
semua anggota PBB untuk mematuhi1 dan melaksanakan prinsip-
prinsip dan aturan hukum mternasional yang mengatur tentang
hubungan diplomatik dan konsuler Namun di1 lain pithak adanya
kecenderungan bahwa kedua negara superpower (adi kuasa) secara
diam-diam telah membagi-bagi dunia dalam beberapa daerah
pengaruh (sphere of influence) hal mana dikenal sebaga1 "back-yard

policy”

233 Prinsip Hukum Umum yang diaku1 Negara-negara Beradab

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan prinsip umum
hukum adalah prinsip (asas) hukum yang mendasari sistem-sistem hukum
modern yang dianut negara-negara Sistem hukum modern adalah sistem
hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat
sepert1 yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum romaw1 karena asas
dan lembaga hukum romaw: banyak yang telah diterima secara umum
oleh bangsa-bangsa di dumia untuk diterapkan dalam sistem hukumnya 12
Prmsip umum hukum dyadikan sebagai sumber hukum mternastonal
bahkan menjadi sumber hukum utama hukum internasional dalam statuta
mahkamah mternasional dikarenakan prinsip umum hukum memberikan
dasar kepada mahkamah internasional untuk membentuk kaidah hukum
baru berdasarkan prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara
apabila mahkamah mternasional tidak berhasil menemukan ketentuan
hukum positif yang dapat diterapkan kepada masalah yang diajukan
kepadanya berdasarkan sumber hukum internasional utama lamnya
sepert1 perjanjian mternasional ataupun kebiasaan internasional
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Walaupun hukum nasional berbeda dari satu negara ke negara lam
namun prinsip-prinsip pokoknya tetap sama Menurut Prof Dr Boer
Mauna, prinsip-prmsip umum yang diambil dar1 sistem-sistem nastonal it
dapat mengis1 kekosongan yang terjadi dalam hukum internasional
Beberapa contoh asas atau prinsip hukum umum tersebut adalah

a Asas Tertorial
Asas teritorial adalah aturan atau hukum dibuat oleh negara dan
berlaku untuk semua orang ada dalam negara tersebut

b  Asas Kebangsaan
Asas kebangsaan adalah hukum negara tetap berlaku bagi warga
negara walaupun 1a tengah berada di suatu negara lain Jad: asas 1mm
memuliki kekuatan ekstrateritorial

¢ Asas Kepentingan Umum
Asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk mengatur
kehidupan masyarakat

Asas-asas yang dipakar dalam hukum nternasional selama mi di
antaranya adalah 13

a Asas umum adalah pelanggaran terhadap perjanjian mewajibkan s
pelanggar menggant: kerugian yang timbul

b Asaspacta sunt servads Artinya asas yang mengharuskan suatu
perjanjian itu harus ditepatt

¢ Asasus copens merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian
batal jika prosedur pembuatanya bertentangan dengan hukum
mternasional Misalnya perjanpian untuk membuat senjata nuklir yang
bertujuan untuk memusnahkan suatu negara

d  Asas nationalitet (asas kebangsaan) Asas yang berlaku terhadap
individu meski individu tersebut berada di luar neger1 atau berada di
negara lain

e  Asas teritorialitet (asas kewilayahan) adalah asas yang berlaku apabila
pelanggaran terjadi dalam suatu wilayah suatu negara Asas mt tetap

berlaku pelanggaran tersebut walaupun dilakukan oleh warga negara
asing
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£ Asas nebis i iden, yaitu asas yang menerangkan apabila suatu perkara
internasional yang sudah diadil tidak boleh diadili untuk dua kalinya

g Asaswnvobility and imumtty, yaitu asas kekebalan yang berupa kebal
hukum dalam suatu negara Biasanya orang yang memuliki asas i
adalah para diplomat yang ditugaskan oleh negaranya

234 Keputusan Hakim atau Yurisprudens:

Yunsprudens: (digunakan di s sebagar smonim untuk pembuatan
hukum yudisial) berada d1 pusat perdebatan abadi, hampir sekuler, di int1
sumber hukum mternasional Memang, sejak dimasukkan ke dalam Pasal
38 Statuta Mahkamah Internasional Permanen-ditambahkan kemudian ke
korespondennya dalam Statuta Mahkamah Internasional-beberapa teori
lmiah masih terbuka mengenar apakah keputusan yudisial merupakan
atau bukan sumber hukum mternasional Dengan kata lain, perdebatan
adalah tentang apakah pengadilan dan tribunal mternasional dapat
menciptakan hukum internasional atau tidak, dan karenanya, apakah
mereka dapat mengisi kesenjangan dalam hukum internasional non liquet
Intensitas perdebatan doktrinal i1 meningkat tajam selama paruh terakhir
abad ke-20 dan selama abad ke-21 seiring dengan berkembangnya
yurisdikst internasional Ekspansi umversalnya dalam subjek yang
semakin banyak, seperti yurisdiksi1 wapbnya di wilayah tertentu, me-
nempatkan yurisprudens1 pada posist kekuatan tertentu, tetapi 1a juga
tampak cukup merusak bagi mereka yang takut akan kesatuan hukum
internasional

D1 luar perdebatan yang tak terpecahkan ini, pendapat menjads bulat,
meskipun intensitasnya bervariasi, untuk menekankan kontribust penting
yang dibuat oleh yurisprudens: baik dalam pembentukan dan pe-
ngembangan hukum internasional 14 Faktanya, d1 satu sisi, yurisprudensi
berkontribust1 pada penciptaan dan pengembangan kebiasaan
internastonal, karena pengulangan tindakan yang terus menerus dan terus-
menerus dapat merupakan elemen material dar1 proses kreatif aturan adat
D1 sis1 lam, telah mempengaruhi perkembangan konsep-konsep sepertt jus
cogens, kewajtban erga omnes, dan kejahatan internasional Namun,
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kewenangan atau pengaruh yurisprudenst dalam hukum mternasional
sangat dibatast oleh persetujuan negara Yurisprudens:t adalah sebuah
konsep dengan banyak konsekuensi, yang dapat membawa kita dar1 teor1
umum sumber-sumber hukum internasional, ke peran hakim mternasional,
ke proliferasi yurisdiks1 atau perdebatan tentang kesatuan dan fragmentasi
yurisdiks1 Semua hal d1 atas membutuhkan kerja keras defimsi konseptual
dan pemilihan bibliografi agar tidak tersesat dalam isu-1su kunc lainnya,
yang, bagaimanapun, past1 akan disinggung sejauh yang diperlukan untuk
tujuan pekerjaan

D1 Indonesia, Yurisprudens: adalah keputusan-keputusan dar1 hakim
terdahulu untuk menghadap1 suatu perkara yang tidak diatur di dalam
undang-undang dan dyadikan sebaga1l pedoman bagi para hakim yang lain
untuk menyelesaian suatu perkara yang sama Lahirnya Yurisprudensi
karena adanya peraturan peraturan undang-undang yang tidak jelas atau
masth kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan
mengenai suatu perkara®® Hakmm dalam hal i1 membuat suatu hukum
baru dengan mempelajar1 putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi
perkara yang sedang dihadapt Jadi, putusan dar1 hakim terdahulu i yang
disebut dengan yurisprudenst

Yurisprudens1 diciptakan berdasarkan UU No 48 Tahun 2009
Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU in1 menyatakan pengadilan tidak
boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadih perkara dan me-
mutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau
kurang jelas (kabur), melamkan wajib memeriksa serta mengadilinya
Hakim diwapbkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan
dan nilar-nila hukum yang cumbuh dan berkembang di dalam masyarakat
Terdapat beberapa macam yurisprudensi, macam-macam yurisprudensi
tersebut sebaga1 berikut

a Yunsprudens: Tetap
Pengertian Yurisprudens: Tetap adalah suatu putusan dar1 hakim yang
terjad1 oleh karena rangkalan putusan yang sama dan dyadikan
sebagai dasar bagt pengadilan untuk memutuskan suatu perkara
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b Yurisprudens: Tidak Tetap

Pengertian Yurisprudens: Tidak Tetap 1alah suatu putusan dar1 hakim
terdahulu yang tidak dijadikan sebagai dasar bagt pengadilan
Yurisprudens: Semi Yuridis

0

Pengertian Yurisprudenst Semi Yuridis yaitu semua penetapan
pengadilan yang didasarkan pada permohonan seseorang yang
berlaku khusus hanya pada pemohon Contohnya Penetapan status
anak

d Yurnisprudensi Administratif
Pengertian Admunustratif adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah
Agung) yang berlaku hanya secara administratif dan mengikat intern
di dalam Iingkup pengadilan

235 Sumber Hukum Internasional dar1 Perserikatan Bangsa-
Bangsa

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan organisasi imternasional
terbesar dengan anggota terbanyak yang ada saat 1 PBB tidak hanya saja
menjadi organisasi Internasional yang menunjung tingg nular-nilat
perdamalan, namun telah menjadi organisasi internasional yang me-
maksakan perdamaian dan keamanan duma kepada negara anggota
maupun non anggota

Sudah sewajarnya bila sebagai organisasi internasional terbesar
memulik1  ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi anggotanya dan
menjadi, secara tidak langsung, sumber hukum nasional bag: negara
anggota Sumber hukum mternasional yang bermuara dart PBB adalah

sebagai berikut

a Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa
b Mahkamah Internasional
236 Sumber Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional merupakan ketentuan-ketentuan bagi
perlindungan sipil terhadap kejahatan kemanusiaan, penghapusan etnis
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dan agrest militer Mahkamah Pidana Internasional telah berdir1 sejak 2011,
yaitu dengan terdakwa pertama Thomas Lubangga

Penutup

Sumber hukum internastonal telah diatur oleh Pasal 38 ayat (1) Statuta
Mahkamah Internasional Dalam Pasal tersebut, sumber hukum
internasional terdirt dart perjanjian internasional, kebiasaan internasional,
prinsip hukum umum yang diakui negara beradab, keputusan hakim/
yurisprudensi, dan pendapat para sarjana Dalam penerapannya sumber
hukum diterapkan bersisian dengan hukum nasional

Latthan

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap matert di atas,
silahkan kerjakan latihan berikut!

1 Apakah sumber hukum internasional terkodifikasi? Berikan
argumentast dan analisis Anda mengenar penerapan kebiasaan
internasional sebagai salah satu sumber hukum internastonal!

2 Apa hubungan hierarki norma hukum menurut Teor1 Hans Kelsen
dengan sumber hukum nternasional?

3 Bagaimana perjanjian internasional sebagai sumber hukum
internasional diterapkan dalam hukum nasional?
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a Subyek hukum menurut Subekt: adalah pembawa hak atau subyek d1
dalam hukum yaitu orang

b Subyek hukum menurut Mertokusumo adalah segala sesuatu yang
dapat memperoleh hak dan kewajiban dar1 hukum Hanya manusia
yang dapat menjad: subyek hukum

¢ Subyek hukum menurut Syahran adalah pendukung hak dan
kewajiban

d Subyek hukum menurut Chaidir Al adalah manusia yang ber-
kepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan
kebutuhan masyarakat demikian 1tu dan oleh hukum diakui sebagai
pendukung hak dan kewajiban

e Subyek hukum menurut Agra adalah setiap orang yang mempunyal
hak dan kewajyban sehingga mempunyar wewenang hukum atau
disebut dengan Rechtsbevoegdheid

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas dapat disimpulkan
bahwasannya subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mem-
peroleh hak dan kewajpiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang
dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia (naturlyke persoon)
dan badan hukum (rechtpersoon), atau dapat dyelaskan sebagai berikut 2

a Individu atau orang-perorangan atau disebut juga dengan pribadi
alamiah, yakm orang atau individu yang karena sifat alamiah dan
sosialnya, dengan sendirinya berstatus subjek hukum

b Badan hukum atau disebut Juga sebagai pribadi hukum, yaitu suatu
badan atau lembaga yang sengaja dibuat atau didirikan untuk suatu
tujuan tertentu dan diberikan status sebagai subjek hukum sehingga
dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum dan memikul hak
dan kewajiban hukum secara manduri, terpisah dar1 hak dan kewajiban
hukum secara manduri, terpisah dar1 hak dan kewapban hukum darn
para anggotanya

312 Subjek Hukum Internasional

Pendapat para samjana di atas tentang subjek hukum, selaras dengan
pengertian subjek hukum Internasional menurut Martin Dixon, dalam
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bukunya 1a mendefinisikan “law subject 1s a body or entity which s capable of
possessing and exercising rights and duties under ternational law” Artinya
subjek hukum internasional adalah sebuah badan atau entitas yang
mempunyal kemampuan untuk memiliki dan melaksanakan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban di bawah hukum internasional 3

Pada ruang lingkup nasional, yang dipandang sebagai subjek hukum
adalah mdividu atau orang-perorangan dan badan hukum (rechtspersoon)
Namun, dalam ruang Imgkup internasional, masth banyak perdebatan
tentang siapa saja yang merupakan subjek hukum internasional dan siapa
yang bukan Banyak teor1 yang muncul membahas hal tersebut Salah
satunya, the ‘states-only conception’, menyatakan bahwa negara adalah satu-
satunya subjek hukum internasional* Konsep 1m ditegaskan oleh
Permanent Court of International Justice (PCIJ) dalam kasus Lotus (Lotus Case)
pada 1927 yang menyatakan bahwa hukum ternasional mengatur
hubungan antara negara-negara yang merdeka, dan untuk dapat mengatur
hubungan antara komunitas merdeka dem1 mencapai tujuan bersama 3

Seiring perkembangan hukum internasional, telah banyak pe-
ngakuan terhadap subjek hukum internasional non-negara oleh
masyarakat mternastonal Meskipun demikian, siapa saja yang memenuhi
persyaratan sebagar subjek hukum non-negara masth menjad: perdebatan
dalam forum internasional Contohnya Sefrian1 menyebutkan perusahaan
transnasional sebagai salah satu subjek hukum non-negara, namun banyak
penulis hukum internasional sepert: Starke, Mochtar, I Wayan tidak
memasukkan perusahaan transnasional sebagar subjek hukum
mnternasional Suatu entitas disebut sebagai subjek hukum internasional
harus mempertimbangkan mekamisme tertentu dan melekatkan
konsekuenst atau tanggung jawab hukum terhadap status subjek hukum

internasionalnya ¢

Menurut Sefriani, subjek hukum harus memliki kecakapan-
kecakapan hukum mternastonal utama (the main international law capacities)
untuk mewujudkan kepribadian hukum ternasionalnya (international
personality) Oleh karena 1tu, untuk dapat mendukung hak dan kewajiban
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suatu subjek hukum internasional harus memiliki kepribadian hukum
(legal personality) dan kapasitas hukum (legal capacity) 7

a Kepribadian Hukum (legal personality)
Legal Personality merupakan suatu konsep dalam hukum mnternasional
Secara sederhana, menurut Black’s Law Dictionary, personality, diartikan
sebaga1 8 “The legal status of one regarded by the law as a person, the legal
conception by which the law regards a human being or an artificial entity as a
person - also termed legal personality Legal personality’ 1s in turn referred to
as the particular device by which the law creates or recognizes units to which
1t ascribes certain powers and capacities ”

Status hukum dar suatu badan yang oleh hukum dianggap sebaga1
subjek, dan konsep bahwa hukum menganggap orang perorangan atau
suatu entitas buatan sebagai suatu subjek, disebut legal personality Legal
personality yang dimaksud adalah sebuah alat yang oleh hukum
digunakan untuk membuat atau mengakut sebuah hal, yang
dengannya hal tersebut menyandang kekuasaan dan kemampuan

Maksudnya, suatu subjek internasional memiliki kemampuan untuk
memuliki hak dan kewajiban internasional dan memiliki kapasitas
untuk mempertahankan hak tersebut dengan mengajukan gugatan
internasional ? Fungst Personality dalam hukum internasional adalah 10

1) Personality mengidentifikast perbedaan posist substantif dalam
hukum mternasional dan bagaimana cara menjalin hubungan
dengan mereka

2) Dalam praktiknya, personality mi memiliki suatu makna penting
dalam melaksanakan perbuatan hukum nternasional Sebab
personality menentukan entitas apa yang memiliki hak dan
kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum

Pengakuan terhadap adanya legal personality menunjukkan suatu
prasyarat penting untuk kenikmatan dan perlakuan nyata atas hak-hak
individu Sedangkan, Legal personality yang dapat dimiliki organisast
mnternasional membuat mereka menjadi subjek hukum nternasional
Legal Personality tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan
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hak dan kewapiban di bawah hukum mternasional dengan jelas terlihat
bukan hanya beroperasi di bawah batasan yuridiks: nasional Maka,
dapat distmpulkan bahwa suatu entitas dapat disebut memiliki
nternational legal personality apabila 1a memiliki kapasitas untuk men-
dukung hak dan kewajibannya dan memuliki kapasitas untuk mem-
pertahankan haknya dengan gugatan mternasional Aspek utamanya
adalah apakah suatu entitas memihiki hak dan kewajiban atas nama
mereka sendir1 Ketika mereka memuiliki hal tersebut, mereka disebut
telah memuliki legal personality 11

Suatu entitas yang memuliki legal personality menduduki status subjek
hukum dalam hukum internasional dan memiliki konsekuenst untuk
memikul tanggung jawab hukum 12 “The sole consequence of being an
international person n this framework 1s 1o be able to muvoke nternational
responsibility and fo be held internationally responsible as far as applicable
secondary rules exist” Artinya konsekuens: dar1 menjadi subjek hukum
internasional dalam kerangka 1 adalah memiliki kemampuan untuk
melibatkan pertanggung jawaban mternasional sepanjang ada hukum
yang berlaku
b Kapasitas Hukum (Legal Capacity)

Legal capacity dapat diartikan sebagar kemampuan bertindak secara
hukum, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan
dalam kerangka suatu sistem hukum Kemampuan i merupakan
sebuah konsepsi yang merupakan suatu hubungan yang dibangun
oleh suatu sistem hukum antara subjek hukum dan sistem hukum 1tu
sendir1 Maka, kemampuan bertindak secara hukum member1 hak
kepada subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum atas

namanya 13

Kemampuan bertindak secara hukum secara imphsit terdapat dalam
beberapa konvens: internasional, yaitu Pasal 16 International Covenant
on Cioil and Political Rights (ICCPR) yang menyatakan “everyone shall
have the right to recognition everywhere as a person before the law” Pasal 16
dar1 ICCPR menjamun semua manusia hak asast untuk diaku1 di depan
hukum Berdasarkan pasal tersebut, individu dilekatkan suatu
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kemampuan untuk menjads subjek di depan hukum, contohnya diakus
sebaga1 pendukung hak dan kewayiban 4

Lebth jauh lagi, memuliki legal personality belum tentu suatu subjek
memliki legal capacity yang penuh dalam mendukung hak dan
kewayjibannya Hal in1 ditegaskan dalam pasal 15 ayat 2 Convention on
the Elmnation of All Forms of Discrimmnation against Women (CEDAW)
yartu jaminan terhadap wanita suatu kesetaraan legal capacity dengan
laki-laki dan kesempatan yang sama untuk melaksanakan kemampuan
1tuls Legal capacity dapat didefinisikan sebagar kemampuan dan
kekuasaan untuk melaksanakan hak dan melakukan kewajiban
menurut cara seseorang, sepert1 tanpa bantuan dar1 perwakilan pthak
ketiga

32 Macam-macam Subjek Hukum Internasional

Secara umum, subyek hukum internasional dibedakan ke dalam 2 (dua)
kelompok, yaitu subyek hukum negara (state actor) dan subyek-subyek
hukum bukan negara (non-state actors) Pembedaan subyek hukum
nternasional ke dalam 2 (dua) kelompok mi akan mempermudah
pemahaman subyek hukum internasional dengan full legal capacity dan
limited legal capactty Adapun subyek-subyek hukum internasional, di
antaranya 16

Negara (States),

Tahta Suct (Vatican/ The Holy Emperor),

Orgarusasi Internasional (International Orgamizations),

Palang Merah Internasional (International Commuttee of the Red Cross),
Kaum pemberontak (Belligerents, Insurgents),

Indidu (Indvidual),

Perusahaan Multinasional (Multinational Corporations)/Perusahaan
Transnastonal (Transnational Corporations),

Negara
Negara merupakan subjek hukum mternasional yang pertama dan
tertua Hal 11 bukan tanpa alasan, karena negara lah yang memegang
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peranan sentral dalam hubungan internasional Negara dengan unsur-
unsur utamanya rakyat, wilayah dan kedaulatan memulik peranan
yang sangat penting dalam percaturan dunial? Selain 1tu, ada
pernyataan di dalam buku edis: pertama Hall’s International Law pada
tahun 1880 yang menjadi cikal bakal syarat-syarat terbentuknya sebuah
Negara yang diadopsi oleh The Montevideo Convention on the Rights and
Duties of the States tahun 1933 Konvensi in1 menyatakan 18

“Prumarily international law governs the relations of such of the communities of
mdependent of states as voluntanly subject themselves to 1t The marks of an
tndependent States are, that the commumnity consisting it 1s permanently established
for a political end, that 1t possesses a defined territory, that it 1s independent of
external control ”

Terjemahan bebas

Hukum internasiona’ terutama mengatur hubungan antara komumitas negara-
negara merdeka yang secara sukareln menjadi subyek dalam hubungan itu
Tanda/cirt dart negara-negara merdeka adalah memliki komumitas permanen untuk
kepentingan politik, memiliki wilayah yang jelas, terbebas dart kontrol pihak
lainfluar)
Buktt lamn yang menunjukkan bahwa negara adalah subyek utama
dalam hukum internasional dapat dilihat pada perjanpan-perjanjian
mnternasional yang ada  Pembentukan perjanjian-perjanjian
mnternasional didominasi oleh negara-negara, sebagai contoh Konvensi
Jenewa I, II, III, IV tahun 1949 (Geneva Conventions) yang mengatur
mengenai tata cara perang termasuk perlakuan tawanan dan korban
perang dibentuk, disetyyu1 dan dilaksanakan oleh negara-negara
Bahkan pada tahun 1969 dibentuk konvenst yang khusus mengatur
tata cara pembentukan perjanjian internasional oleh negara-negara,
yaitu Konvens1 Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional
Berdasarkan bukti-bukti di atas, negara adalah salah satu subyek
hukum nternasional Pasal 1 Konvens: Montevidio 1933 mengatur
kualifikasi-kualifikast yang harus dipenuhi sebuah negara untuk dapat
dikatakan sebagai subjek hukum, yaitu 1°

a Penduduk yang permanen,
b Wilayah yang jelas,
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¢ Pemerintah,
d Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lamnnya)

Sebuah negara pka sudah memenuhi persyaratan di atas, dalam
keadaan merdeka (tidak berada di bawah kendali negara lain) maka
otomatis memiliki kedaulatan dan dapat dikuahbfikasikan sebagai
subyek hukum internasional

Tahta Suci Vatikan

Vatikan atau dalam bahasa mnggris di kenal dengan Vatican City atau
Holy See diakut sebagai negara? Namun, Vatikan tidak digolongkan
ke dalam negara sebagaimana negara yang lain, melainkan termasuk
subjek hukum di luar negara Dikualifikasikannya Vatikan sebagai
salah satu subyek hukum internasional tidak bisa terlepas dar1 sejarah
yang melatarbelakangiya Pada pertengahan abad di zaman Romawi
terdapat perbedaan pimpman pada kerajaan (kekaisaran) dan
kehidupan Gereja Kekaisaran dipimpin oleh seorang Kaisar
sedangkan Gereja dipimpin oleh seorang Paus Pada saat 1tu seorang
Paus memuliki kewenangan yang menandimngi kekuasaan Kaisar 21

Tahta Suct (The Holy Emperor) berada di Vatican City yang berada di
Italia Sejak tahun 1870, Tahta Suci dianeksas: oleh Itaha dan terus
mengalami konflik di antara keduanya Konflik tersebut berakhir
dengan dibuatnya Lateran Treaty pada tahun 1929 Pada perjanjan
tersebut Italla menyerahkan sebidang tanah di Vatican City kepada
Tahta Suc1 Sejak saat 1tu, Tahta Suct memiliki wilayah kedaulatan di
Vatican City dan organ-organ yang mengurusi jalannya Tahta Suct
bahkan memiliki beberapa kantor perwakilan di beberapa negara,
termasuk Indonesia Di dalam Perjanpan Lateran, Italia mengaku
kedaulatan Tahta Suci dalam hubungan internasional sebagar hak
Tahta Suai yang dimilikinya berdasarkan sejarah Gereja Katolik
dengan berbagai tradisi kunonya serta eksistensinya sebagar subyek
hukum yang independen *

Tahta Suct melakukan hubungan internasional dengan negara-negara
lain terkait hal-hal yang bersifat politik dan diplomatik Ada beberapa
orgarnusast internasional yang menerima Tahta Suct sebagai
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anggotanya, yakni International Postal Union, the International Atomic
Energy Agency dan the International Telecommumcation Union Takhta
Suci juga terlibat dalam beberapa perjanjian nternasional, sepert: the
Convention on Stateless Persons 1954, the Convention on Diplomatic
Relations 1961, the Convention on Consular Relations 1963, dan the Vienna
Convention on the Law of Treaties 1969 23
3 Organisast Internasional

Organisas: mnternasional atau organisast antar pemerimntah merupakan
subjek hukum mternasional setelah negara Negara-negaralah sebagai
subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi sebagai
sebjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi-organisasi
internasional Walaupun organusasi-organisasi 11 baru lahir pada akhir
abad ke-19 akan tetapt perkembangannya sangat cepat setelah
berakhirnya Perang Duria II Fenomena i1 berkembang bukan saja
pada tingkat universal tetap1 juga pada tingkat regional %

Para ahli hukum merumuskan beberapa definist untuk mewakil apa
yang dimaksud dengan organisasi mternasional Di dalam buku
Bowett's Law of International Institution yang dimaksud dengan
organisasi internasional harus memenuhi beberapa karakteristik di

bawah 1n, yaitu 25

o

Keanggotaannya terdir1 dar1 negara-negara dan/atau organisasi
internasional lainnya,

b Harus didirikan berdasarkan perjanjan atau mstrumen hukum
lamnya yang diatur oleh hukum mternasional, seperti resolusi
yang diadopsi pada saat konferens: mternasional,

Organisas1 iternasional memiliki hak autonomi yang berbeda
dengan anggotanya dan memiliki personalitas hukum,

d Sebuah organisast internasional memuliki kemampuan hukum
untuk mengadops1 norma (dalam art1 luas) yang ditujukan kepada

0

para anggotanya

Sedangkan menurut Leroy Bannet, organisasi internasional yang
dianggap sebaga1 subjek hukum internasional memuiliki ciri-cir sebagai
berikut 2
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a Organisast yang permanen dengan memuiliki beberapa fungsi yang
berkelarjutan,

b Keanggotaannya bersifat sukarela sepanjang memang memiliki
kemampuan untuk menjad: anggota sebuah organisasi
internasional,

¢ Memliki instrumen pendirian yang berisikan tujuan, struktur dan
manajemen organisast,

d Memiliki organ/perwakilan konsultatif untuk menghadir
konferens;,

e Memihki Sekretariat permanen yang berfungs: untuk mengurus:
fungsi-fungs1 administrasi, penelitian dan informasi

Pendirian sebuah Organisas: Internasional pun beraneka ragam, ada
yang menyebutkan berdasarkan perjanjian internasional, ada yang
tidak jelas menyebutkan dasar pendirian sepanjang organisas: tersebut
didirikan berdasarkan suatu instrumen yang berisikan tujuan, struktur
dan manajemen Organisas: Internasional terkait Mengacu kepada
beberapa pendapat ahli di atas dan fakta mengenar Organisasi
Internasional, dapat disimpulkan bahwa Organsast Internasional
adalah sebuah organisasi pemerintah yang beranggotakan negara-
negara, pendiriannya ber-dasarkan perjanjian internasional dengan
twuan tertentu, personalitasnya terpisah dengan negara-negara
anggotanya dan berfungsi sebagar lembaga pembentuk norma atau

pengimplementasian norma dart suatu instrumen hukum
mternasional 27

Keberadaan Organisasi Internasional sebagai salah satu subyek hukum
mnternasional juga tidak bisa terlepas dan sejarah perkembangan
Hukum Internasional Berdirmya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sebaga
Organisas: Internasional pertama yang tidak hanya khusus mengurusi
suatu bidang, tap: lebih kepada tuyjuan untuk menjamin perdamaian
dan menciptakan keamanan bersama dengan mencegah terjadinya
perang merupakan salah satu penanda sejarah perkembangan Hukum
Internasional modern LBB didinkan pada tahun 1919 melalu
Perjanpian Versailles setelah Perang Dunia I 28
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Namun, dalam perjalanannya, LBB tidak berhasil melaksanakan
tujuannya, yaitu untuk mencegah perang sehingga terjadilah Perang
Duma II Salah satu penyebab kegagalan LBB adalah lemahnya
kovenan pendirian LBB Kovenan tersebut disusun tidak berdasarkan
itikad baik sehingga dengan mudah anggotanya untuk mengundurkan
dir1 dar1 LBB, sepert1 Jepang dan Jerman Runtuhnya LBB kemudian
melatarbelakangt pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) PBB
merupakan Organisasi Internasional umum yang didirikan setelah
kegagalan LBB mencegah terjadinya Perang Durua II dar1 tahun 1939-
1945 Pendmran PBB melalu1 sejarah yang panjang, dimulai darn
diselenggarakannya Piagam Atlantik, Deklaras1 PBB, Konferensi
Moskow, Konferensi Teheran, Konferenst Dumbarton QOaks, Konferens:
Yalta hingga Konferens: San Fransisco yang dilaksanakan pada 25
April 1945 Konferenst San Fransisco i1 dikenal dengan The United
Nations Conference on International Orgamzation Sejak saat i1 mula
disusunnya Piagam PBB (The Charter of the United Nations) dengan
substansit mengenat asas dan tujuan PBB, keanggotaan, Sekretariat dan
pokok-pokok amandemen terhadap Piagam, kekuasaan dan tanggung
jawab Majells Umum, Dewan Keamanan dan status Mahkamah
Internasional Piagam PBB in1 mula1 berlaku sejak 24 Oktober 1945 dan
Majelis Umum PBB memutuskan bahwa tanggal tersebut menjadi
tanggal resmu berdirinya PBB 2

Kelahiran PBB tidak secara otomatis menjadikannya sebagai salah satu
subyek Hukum Internasional Sebuah Organisasi Internasional diakui
sebagal subyek Hukum Internasional sejak kasus terbunuhnya
Pangeran Bernadotte sebagai salah satu agen PBB pada saat me-
laksanakan tugasnya (Reparation for Injuries Suffered in the Service of the
United Nations) Pangeran Bernadotte adalah agen PBB yang
berkewarganegaraan Swedia terbunuh pada tanggal 17 September 1948
d1 Jerrusalem-Palestina saat bertugas sebagai mediator oleh kelompok

teroris 3¢

Kejadian tersebut menggerakkan PBB untuk mengajukan Advisory
Optnion (AO) kepada Mahkamah Internasional (International Court of
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Justice) Berdasarkan submussion AO tersebut, Mahkamah Internastonal
mengeluarkan fatwa bahwa PBB dikategorikan sebaga1 salah subyek
hukum internasional dengan melihat karakteristik dari PBB pada
pragam pendiriannya PBB diberikan mandat oleh anggotanya untuk
memelihara keamanan dan perdamalan internasional, pembmaan
hubungan baik di antara negara-negara, kerjasama internasional untuk
memberikan solus: terhadap masalah-masalah ekonomu, sosial, budaya
dan kemanusiaan Dengan pemberian mandat tersebut, PBB memilik1
tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakannya sehingga mem-
punyai personalitas hukum mternasional berikut kemampuan hukum
(legal capacity) yang di dalamnya termasuk hak untuk mengajukan
klaim ke lembaga penyelesaian sengketa internasional 3!

Lebih jauh lagy yang menjadi dasar Hukum bahwa Organisasai
Internasional adalah subyek Hukum Internasional adalah Pasal 104
Piagam PBB

“The Orgamzation shall enjoy 1n the territory of each of 1ts Members such legal

capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfiliment of its
purposes ”

Terjemahan

Orgamsas akan memkmatt di wilayah masmg-masing Anggota kapasitas hukum

sepertt yang diperlukan untuk memjalankan fungs: dan pemenuhan tujuannya
Secara umum, organisasi mnternasional bertujuan untuk perkembangan
politik dan keamanan nasional di satu pthak serta perkembangan
ekonomt dan kesejahteraan sosial di lain pthak Pengembangan politik
dan keamanan nastonal dikaitkan dengan suatu keperluan akan suatu
orgamsast untuk pencegahan konflik bersenjata, penghentiannya
dalam hal konflik sudah terjadi dan penyelesaian secara damai
Kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial
walaupun secara langsung tidak bersangkutan dengan masalah
perdamaian, tetap:r aktivitas-aktivitas bidang-bidang tersebut me-
rupakan kontribusi yang berharga bagi usaha-usaha perdamaian 3
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Pendirian organsast iternasional tidak dapat dilakukan tanpa

prosedur Beberapa hal yang harus diperhattkan dalam pendirian
organisasi imnternasional 1alah 33

a Piagam Pendmannya harus diadakan dan disetuju1 oleh negara-
negara yang ingin mengejar tujuan yang dicantumkan di dalam
organisas! formal tersebut

b  Organisasi internasional harus menjad: suatu lembaga tetap yang
memungkinkan semua anggotanya berpartisipasi dalam hubungan
hubungan bebas satu sama lain serta siap untuk mempersoalkan
masalah suatu negara, besar atau kecil dan setiap waktu dapat
membawa persoalan yang penting mengenat perdamalan dan
keamanan serta kesejahteraan bersama

¢ Organisas1 Internasional tidak mempunyar badan legislatif
walaupun suatu pertemuan diplomatik mempunyair persamaan
dengan 1tu

d Cara-cara yang biasa dipergunakan badan-badan internasional
untuk menyelesaikan pertikaian secara damai, mengikut: prosedur
yang berlainan dengan peradilan nasional Semua anggota dari
organisasi diharuskan menyelesaikan pertikaiannya secara damai
Tetap1 badan-badan internasional hanya dapat memberikan
rekomendasi dan tidak dapat memaksa negara-negara mengikuti
penyelesalan damai

4 Indmvidu
Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional
yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggung
jawab secara langsung kepada mdividu semakin bertambah pesat,
terutama setelah Perang Dumia II Lahirnya Deklarast Universal
tentang Hak Asasi Manusia (Unwersal Declaration of Human Rights)
pada tanggal 10 Desember 1948 dukuti dengan lahirnya beberapa
konvensi-konvens: hak asasi manusia di berbagar kawasan, dan hal 1m
semakin mengukuhkan eksistens1 mndividu sebagai subyek hukum
mternasional yang mandirn  Lauterpacht (1950) mengaitkan
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keberadaan mndividu sebagai subjek hukum mnternasional dengan Hak
Asas1 Manusia fundamental Lauterpacht menyebutkan bahwa 34
“Fundamental human nights are rights supertor to the law of the sovereign State

(and must lead to the) consequent recogmition of the indwidual human being as a
subject of international law ”

Terjemahan bebas

Hak Asast Manusia yang fundamental adalah hak superior dalam hukum dan

negara-negara berdaulat sebagar konsekuenst adanya
Pendapat 1 disetuju1 oleh Scelle dan Warbricks yang menyatakan
bahwa aktor sesungguhnya di dalam setiap negara adalah mdividu
Sebuah negara tidak akan ada/terbentuk tanpa adanya mndividu-
individu  Kemunculan individu sebagar salah satu subyek hukum
internasional berdasarkan kebutuhan adalah benar adanya Hal 11
dapat ditelusur: melalur sejarah kejahatan perang yang dilakukan oleh
mdividu-individu  Sebelum adanya Statuta Roma (Rome Statute) 1998
dengan Mahkamah Pidana Internasionalnya (International Cruminal
Court), para penjahat perang pada PD II diadili melalu1 Tokyo Tribunal
dan Nurenberg Trial Melalu1 kedua pengadilan 1tu, para pemimpimn PD
Il Jerman dan Jepang dimintai pertanggung jawabannya sebagai
individu atas perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan
terhadap perdamaian, kejahatan terhadap perikemanusiaan, kejahatan
terhadap hukum perang dan permufakatan jahat untuk mengadakan
kejahatan tersebut 35

Pembentukan Tokyo Tribunal dan Nurenberg Trial dibutuhkan pada saat
1tu agar para penjahat perang (terutama pemumpinnya) tidak dapat
berlindung dengan nama negara, member: efek jera dan untuk
mencegah terjadmya kejahatan perang di kemudian har1 Selain itu,
seorang mdividu juga memuliki hak untuk mengajukan klaim ke
lembaga penyelesaian sengketa internasional Untuk pertama kalinya
setelah PD 1, Perjanpan Versailles 1919 memuat klausula yang
memberikan hak kepada individu untuk mengajukan klaim melalut
Mixed Arbitral Tribunals (Mahkamah Arbitrase Campuran) Kemudian
dukuti dengan Geneva Agreement tahun 1922 antara Jerman dan




Subjek Hukum Internasional 53

Polandia Perjanjian i1 memberikan hak kepada kaum munoritas
Silesian untuk mengajukan klaim kepada negaranya atau negara lam
melalur Mahkamah Arbitrase yang dibentuk Melalur Danzig Ratlway
Case, Mahkamah Internasional Permanen (Permanent Court of
International  Justice) membuat pernyataan bahwa ketika suatu
perjanjian nternasional memberikan hak-hak tertentu kepada
individu, hak tersebut diakui dan berlaku di dalam hukum
mnternasional maka dengan kata lain hak-hak individu tersebut diaku1
oleh badan peradilan internasional Seiring berkembangnya hukum
mternasional, bermunculan pula berbagar instrumen hukum
mnternasional berikut lembaga penyelesaian sengketa internasional
yang memberikan legal standing kepada para mdividu, yakni
European Court of Human Rights (ECHR) 1950, Inter-American Human
Rights System (IAHR), African Human Rights System, Inspection Panel di
dalam Bank Dunia World Bank) dan International Centre for Settlement of
Investment Disputes (ICSID) Beberapa lembaga tersebut tidak hanya
memberikan legal standing kepada mdividu tetapr juga kepada
sekelompok 1ndividu dan organisasi non pemerintah (Non-
Governmental Organizations) 3
5 Perusahaan Transnasional

Perusahaan transnasional adalah 1stilah yang diberikan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Hal i dapat terlihat dalam draft
yang dibuat oleh PBB dengan judul Draft United Nations Code of Conduct
on Transnational Corporations, yang dengan jelas menggunakan istilah
Transnational Corporation atau perusahaan transnasional Para pakar
ekonomu Iebth sering menggunakan istilah Multi-National Enterprise
atau perusahaan multi nasional, sebagaimana pernyataannya dalam
meeting OECD sebagai berikut 37

“Multinational Enterprise usually corporise of compantes or other entities whose

ownership 1s private, state, or mixed, established in different countries and so linked

that one or more of them may be able to exercise a significant mfluence over te

actwties of others and m particular, to share knowledge and resources with the
others ”
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Terjemahan bebas

“Perusahaan Multinasional buasanya terdin dart perusahaan atau entitas lain yang
kepemilikannya swasta, negara bagian, atay campuran, didinkan di negara yang
berbeda dan terkmit sehungga satu atau lebih dart mereka mungkin dapat
membertkan pengaruh yang signifikan atas kegiatan orang lmn dan khususnya,
untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya dengan yang lain ”
Dengan memperhatikan draft yang dibuat oleh Persertkatan Bangsa-
Bangsa (PBB) dan hasil pertemuan OECD, tampaknya terdapat dua
istilah terhadap objek yang sama, yaitu perusahaan transnasional dan
perusahaan  multinasional ~ Beberapa pengertian  perusahaan

transnasional menurut para ahli, di antaranya 38

a Robert L Hulbroner, yang dimaksud dengan perusahaan
multmasional adalah perusahaan yang mempunyar cabang dan
anak perusahaan yang terletak di berbagai negara

b ] Panglaykim, menyatakan bahwa perusahaan transnasional
adalah suatu jenis perusahaan yang terdir: dar1 bermacam-macam
kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di berbagai
negara, tetap: semuanya diawasi oleh satu pusat perusahaan

¢ Sumantoro, perusahaan transnasional pada dasarnya mengacu
pada sifat melampau batas-batas negara, batk dalam pemilikan,
maupun dalam kegiatan usahanya

d Helga Hernes, menyatakan dalam salah satu tulisannya tentang
perusahaan transnasional 1 sebagar berikut “Multinational
corporations are powerful orgamzations by virtue of their tegrated
management, their control over large resources, their influence the
market, their role as employer, their role in the transfer of technology and
their role as agents of development”

Apa yang dipaparkan Helga Hernes tersebut jelas melukiskan bahwa
perusahaan multinasional merupakan suatu organisast yang mem-
punyai kekuatan, di mana manajemennya menyatu, di bawah satu
kontrol, dapat memengaruhi pasar dan dapat mentransfer teknolog:
dar1 negara maju ke negara yang ditempat: beroperasmya perusahaan
transnasional, serta alat untuk membangun suatu negara Dengan
memperhatikan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahh
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sepert1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
perusahaan transnasional adalah perusahaan yang dalam kegiatan
operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara di mana
perusahaan tersebut pertama didirkan untuk membentuk anak
perusahaan di negara lamn yang dalam operasionalnya dikendalikan
oleh perusahaan mduknya %

6 Palang Merah Internasional
Palang merah internasional atau dalam bahasa nggrisnya dikenal
dengan International Comitee of the Red Cros (ICRC) didirikan sejak
tahun 1863 di Jenewa, Swiss Henry Dunant merupakan salah satu
pencetusnya, diawali dengan pengalamannya pada pertempuran
Solfarmo* yarig memakan banyak korban yjwa Tujuan didirikannya
organisas! 1t 1alah untuk menjamin perlindugan dan bantuan bag:
korban bersenjata dan perselisthan ICRC melakukan tindakan
langsung ke arena konflik d1 seluruh dunia dan bersifat netral terhadap
seluruh pihak yang sedang berkonflik Oleh karena 1tu sangat penting
memberikan status subjek hukum internasional kepada Palang Merah
Internasional dalam rangka memberikan perlindungan kepada
anggotanya yang terjun langsung memberikan perhindungan

ICRC tidak beranggotakan pemerintahan dari negara-negara tetap:
memiliki beberapa kantor perwakilan yang menyebar di beberapa
negara, sepertt Indonesia, Timor-Timur dan Malaysia Keberadaan
ICRC pun diakui oleh keempat Konvensi Jenewa 19494 Sebagai
contoh, ada 13 (tiga belas) pasal dalam Konvens: Jenewa III dan 18
(delapan belas) pasal dalam Konvens: Jenewa IV ICRC telah membuat
perjanjian dengan kurang lebih 60 (enam puluh) negara untuk
memberikan 1munitas kepada delegasi yang sedang bertugas di
wilayah perang dar1 proses yudisial atau pun arbitrase mternasional 42

Menurut Menno Kamminga, perjanjian yang dibuat oleh ICRC tersebut
dikualifikasikan sebagat perjanjian internasional Hal 11 menunjukkan
betapa besar peran ICRC untuk mengimplementasikan keempat
Konvensi Jenewa yang dibuat oleh negara-negara Negara-negara juga
berkewajiban memberikan akses kepada para delegasi/staf ICRC
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untuk masuk ke tempat-tempat penampungan atau penjara tahapan
perang dan penduduk sipil Misi utama dar1 ICRC adalah melindung:
dan membantu para penduduk sipil (termasuk kombatan) akibat
korban perang serta konflik internal dengan menjunjung tinggt prinsip
netral dan ketidakberpihakan pada negara-negara yang terlibat perang
/konflik Adapun beberapa tugas yang dimiliki oleh ICRC dalam
memenuhi misinya, yaitu 4

Mengunjung) tawanan perang dan penduduk sipil

Mengunjung1 tawanan perang dan penduduk sipil

Mengunjung: tawanan perang dan penduduk sipil

Menyatukan keluarga yang terpisah

Menyediakan makanan, minuman, akses akan kebutuhan tersebut
Menyebarkan pengetahuan mengenai hukum humamter
Menyebarkan pengetahuan mengenai hukum humaniter
Memusatkan perhatian kepada pelanggaran dan kontribusinya
terhadap perkembangan hukum humaniter

000 ™m0 A 06 ow

Kaum Pemberontak (Belligerent)

Kaum pemberontak adalah sekelompok orang yang melakukan
pemberontakan terhadap pemerintah sah di dalam suatu negara
Kaum pemberontak ini biasanya melakukan pelanggaran terhadap
undang-undang nasional, mereka bertuyjuan mgin menggulingkan
Pemerintahan yang sah dan membuat Pemermtah tandingan atau
bahkan ingin membentuk suatu negara baru 4

Pemberontakan yang terjad:r di dalam suatu negara sering disebut
dengan istilah Non-International Armed Conflict (NIAC) Pemberontakan
NIAC diatur dalam Pasal 3 pada keempat Konvens: Jenewa 1949 yang
mengatur tentang konflik yang tidak bersifat internasional (biasa
disebut sebaga1 Common Articles 3) dan Protokol Tambahan II 1977 dar:
Konvensi Jenewa (Protocol Additional to The Geneva Conventions of 12
August 1949, and Relating to The Protection of Victims of Non-International
Armed  Conflicts/ Protocol 1I) yang mengatur tentang perlindungan
korban akibat konflik yang tidak bersifat internasional D1 dalam kedua
mstrumen hukum internasional tersebut diatur beberapa ketentuan
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yang harus ditaati pthak pemberontak, seperti larangan tindakan
kekerasan (nwa dan raga), penyanderaan, perkosaan, memberikan
hukuman mati tanpa melalu1 prosedur yang benar, angkatan
bersenjata pemberontak harus memiliki komando, melakukan
pengawasan terhadap sebagian wilayah, melaksanakan operasi militer
secara bersama-sama

Kaum pemberontak diaku1 keberadaannya sebagai (belligerent) oleh
negara-negara laimn jtka memenuhi syarat-syarat sebagai berikut 45

a Memiliki struktur organisast yang jelas sehingga kaum pem-
berontak teroganisir dengan baik,

b Memiliki tanda pengenal dan menggunakannya dengan konsisten
sehingga menunjukkan identitasnya sebagai kaum pemberontak

¢ Sudah menguasar sebagian besar wilayah di tempat kaum pem-
berontak melakukan pemberontakan sehingga sudah memuliki
kekuasaan secara efekiif terhadap wilayah tersebut,

d Mendapatkan dukungan dar1 rakyat yang berada di wilayah yang

telah dikuasamya secara efektif

Kaum belligerens1 pada awalnya muncul sebagai akibat dar1 masalah
dalam neger1 suatu negara berdaulat Oleh karena 1itu, penyelesaian
sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan Namun
apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang,
seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan,
bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang
dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menermma kaum
pemberontak sebagai pribad: yang berdirt sendirs, walaupun sikap 1
akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah
negara tempat pemberontakan terjadi Dengan pengakuan tersebut,
berart1 bahwa dar sudut pandang negara yang mengakunya, kaum
pemberontak menempat: status sebaga1 pribadi atau subyek hukum

mnternasional 46
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Dasar hukum yang menyatakan Pemberontak/Pihak yang bersengketa
sebaga1 Subjek Hukum Internasional 1alah

a Hak untuk menentukan nasib sendir1
b Hak untuk memulih sistem ekonomy, sosial dan budaya sendir1
¢ Hak untuk menguasal sumber daya alam

Pada saat kaum pemberontak dapat dikualifikastkan sebagai
belligerents maka kelompok tersebut dapat diakur sebagar subyek
hukum mternasional Pengakuan terhadap belligerents sangat sulit
dibertkan oleh suatu negara Ketika sebuah negara memberikan
pengakuan kepada belligerents otomatis akan merusak hubungan
negara tersebut dengan negara di mana belligerents melakukan
pemberontakan Tujuan diberikannya pengakuan terhadap belligerents
tidak lamn demi alasan kemanusiaan karena mereka bukanlah
kriminal 4

Penutup

Subyek hukum internasional berbeda dengan subyek hukum dalam
hukum nasional Tidak semua subyek hukum dapat dikualifikasikan
sebagai subyek hukum mternasional Ada beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi sebuah subyek hukum untuk menjadi subyek hukum
internasional Persyaratan 11 disebut dengan kemampuan hukum
internasional (international legal capacity) Kemampuan hukum internasional
sebuah subyek hukum mternasional akan menentukan derajat
personalitasnya Ada subyek hukum mternasional dengan derajat penuh
dan ada yang terbatas Berikut adalah jenis-jenis subyek hukum
internasional, yaitu Negara, Organisast Internasional, Takhta Suci, Palang
Merah Internasional, Individu, Perusahaan Transnasional, dan Kaum
Pemberontak
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Latithan

Setelah memahami pemaparan mater: sebelumnya, mahasiswa diharapkan
dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut

1
2

w

M

Jelaskan pengertian subjek hukum mternasional menurut Anda
Jelaskan kualifikas1 negara untuk dapat dikatakan sebagai subjek
hukum internasional!

Berikan contoh belligerent yang dianggap sebagair subjek hukum
internasional'

Jelaskan menurut Anda apakah Palestina dapat dikatakan sebagai
subjek hukum mnternasional?
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nastonal suatu negara yang dianut oleh banyak negara, kebiasaan 11
disepakati sebagar hukum internasional

Hukum mnternasional merupakan hukum yang mengatur hubungan
Iintas negara Dalam pembahasan i1 mengkaji mengenar pengertian
hukum internasional publik Hukum internasional publik adalah
keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau
persoalan batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat
perdata bukan bersifat perdata artinya mengatur hubungan antar negara
bukan mengatur hubungan antar orang-perorangan Sedangkan Hukum
nastonal adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas
prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh
masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena 1tu juga harus ditaat:
dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lammnya Dalam
suatu negara terdapat peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam suatu
negara dan ditegakkan oleh negara (pemerintah) tersebut Hukum 1
diakur bersama oleh mereka dan dipatuhi sebagai suatu perangkat yang
akan menjad:i dasar dalam mewujudkan keteraturan dan ketentraman
dalam kehidupan bersama

Hukum mternasional dan hukum nasional merupakan aturan yang
hidup di tengah masyarakat yang bertuyjuan untuk mengatur dan
menciptakan keterttban global (secara umum) dan nasional Terdapat
sebuah diskust mengenar hubungan antara hukum internasional dengan
hukum nasional, (1) apakah antara hukum internasional dan nasional
berdirt secara terpisah ataukah berdampingan? (2) apakah keduanya
terdapat hubungan yang saling mempengaruhi atau apakah ada
keterikatan? Teor1 monisme dan dualisme akan menjadi pembahasan
utama dalam bab 4 Kedua teor:1 tersebut berupaya menjelaskan secara
garis besar terdapat dua pandangan yang berbeda terkait hubungan antara
hukum nternasional dan hukum nasional

41 Kedudukan Hukum Nasional dalam Hukum
Internasional

Hukum nasional dan hukum internasional sangat saling berhubungan
Misalnya, dalam pembentukan suatu hukum mternasional pastt
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dipengaruhi oleh hukum nasional, dan tingkat kekuatan negara tersebut
juga akan mempengaruhi bagaimana arah kebrjakan hukum internasional
yang akan dibentuk Hal i1 menunjukan pentingnya hukum nasional
masing-masing negara dalam menentukan arah kebyakan hukum nasional
Dengan begitu hukum internasional terpengaruh dengan hukum nasional 1
Dan yang menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas yaitu
mengenar bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan
hukum nasional

Perbedaan pandangan atas dua teort mi1 membawa akibat yang
berbeda dalam memahami hubungan antara hukum internasional dan
hukum nasional Pandangan teor1 voluntarisme memandang hukum
nasional dan hukum internasional sebagai dua perangkat hukum yang
berbeda, saling berdampingan dan terpisah Berbeda dengan pandangan
teor1 objektivis yang menganggap hukum nasional dan hukum
internasional sebagar dua perangkat hukum dalam satu kesatuan
perangkat hukum

Dalam memahami berlakunya hukum mternasional terdapat dua
teor1 yang cukup dikenal, yaitu momisme dan dualisme Menurut teori
monisme, hukum nternasional dan hukum nasional merupakan dua aspek
yang sama dart satu sistem hukum umumnya? Menurut teor1 dualisme
hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang
sama sekal1 berbeda, hukum internasional mempunyai suatu karakter yang
berbeda secara mtrinsik (intrmsically) dart hukum nasional Karena
melibatkan melibatkan sejumlah besar sistem hukum domestik, teor
dualisme kadang-kadang dinamakan teort “pluralistik”, tetap:
sesungguhnya 1stilah “dualisme” lebih tepat dan idak membingungkan

411 Aliran Monisme

Aliran monisme didasarkan pada pemikiran bahwa satu kesatuan dar
seluruh hukum yang mengatur hidup manusia Dengan demikian hukum
nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dalam satu
kesatuan yang lebth besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan
manusia Hal mi berakibat dua perangkat hukum m: mempunyai
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hubungan yang hirarkis Mengenat hirarki dalam teor: monisme 1
melahirkan dua pendapat yang berbeda dalam menentukan hukum mana
yang lebth utama antara hukum nasional dan hukum internasional

Dalam doktrin hierarki menurut Hans Kelsen analisis struktural
antara hukum internasional dan hukum nasional adalah asas-asas hukum
ditentukan oleh asas-asas lamnnya yang menjadi sumber dan sebab
kekuatan mengikat atas hukum Hukum nasional dan hukum internasional
merupakan dua aspek yang berasal dari satu sistem hukum umumnya
Lebth jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada pembedaan
antara hukum nasional dengan hukum internasional, karena alasan
pertama adalah, bahwa objek dar1 kedua hukum 1tu sama, yaitu tingkah
laku mndividu, Kedua, bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat
perintah untuk ditaat;, dan Ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan
manifestas1 dar1 satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan
bagian dar1 kesatuan yang sama dengan kesatuan 1lmu pengetahuan
hukum

Monisme 11 sebenarnya merupakan perwujudan dari ajaran hukum
alam yang memandang hukum sebagai suatu yang berlaku umum dan
abstrak serta berlaku di mana-mana, dan berlaku satu hukum bagi seluruh
umat manusia di dunia Pendapat dari teor1 mt cenderung berpandangan
kondis1 “ideal” Maksudnya di smu adalah kelompok i1 menyatakan
bahwa hukum internasional lebth tingg: kedudukannya dar1 pada hukum
nasional suatu negara Jadi kondisi ideal yang dimaksudkan adalah jika hal
m1 diterapkan pada negara-negara di dunia maka akan terwujud suatu
kondis: ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat intemasional

Aluan monisme menjelaskan bahwa ada satu prinsip fundamental
yang mendasar batk hukum nasional maupun nternasional, yartu terletak
dalam hukum pada umumnya Hal in1 menyebabkan Hukum Internasional
setara dengan Hukum Nasional Hukum Internasional dapat diberlakukan
langsung dalam Hukum Nasional, tanpa perlu diubah dulu ke dalam
sistem Hukum Nasional Menurut aliran monisme, antara hukum
mnternasional dengan hukum nasional memiliki sebuah hubungan hierark:
sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lamn karena kedua hukum
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tersebut (hukum nasional dan hukum internasional) merupakan bagian
dari satu kesatuan yang besar 3 Aliran monisme kemudian terbagi menjadi
2 (dua) teor1 yaitu monism dengan primat hukum nasional dan monisme
dengan primat hukum internasional

a

Monisme dengan Primat Hukum Nasional

Menurut aliran momisme primat Hukum Nasional, Hukum
Internasional berasal dart Hukum Nasional Contohnya adalah hukum
yang tumbuh darn praktik negara-negara Karena hukum internasional
berasal atau bersumber dar1 hukum nasional maka hukum nasional
kedudukannya lebih tinggi dart hukum mnternasional, sehingga bila
ada konflik hukum nasionallah yang dmutamakan Ada pihak yang
menganggap hukum nasional lebth utama dar1 hukum internasional
Paham mi dalam teor1 morusme disebut sebagar paham monisme
dengan primat hukum nasional Momnisme dengan primat hukum
nasional menempatkan hukum internasional sebagi kelanjutan urusan
nasional atau hukum sebuah nasional dalam lingkup internasional
Dalam art: lamm, primat tersebut menyatakan bahwa hukum
internasional berasal dari hukum nasional dengan alasan sebagai
berikut *

1) Tidak adanya keberadaan sebuah organisasi yang posisinya tinggi
dar1 negara-negara sehingga memiliki kewenangan mengatur
kehidupan para negara tersebut

2) Negara memilki kewenangan untuk menentukan apakah hukum
mternasional dapat menjadi dasar untuk mengatur hubungan
antar negara melalul pengadaan perjanjian internasional

Aliran Monisme dengan Primat Hukum Internasional

Aliran Momsme dengan primat hukum internasional memuiliki

pemahaman yang berlawanan dengan aliran monisme dengan primat

hukum nasional di mana hukum nasional bersumber dari hukum
internasional Hukum mternasional beranggapan bahwa melalu
pemberlakukan hukum internasional dalam hukum nasional, maka
hukum nasional tunduk pada hukum mternasional Dalam
perkembangannya, Kedua Aliran Monisme 11 mendapatkan kritikan
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Aliran Monisme Primat Hukum Nasional memang mengandung fakta
bahwa Hukum Internasional bersumber dari Hukum Nasional
Namun, hal 11 menjadi permasalahan yang berbahaya dalam
pelaksanaan hubungan internasional Untuk apa ada Hukum
Internasional apabila dalam setiap konfhik Hukum Nasional yang
diutamakan? Eksistens1 Hukum Internasional dipertanyakan dalam hal
m1 Tidak hanya hal tersebut, Aliran Momisme Primat Hukum
Internasional pun juga mendapatkan krittk karena ketidaksesuaian
fakta bahwa Hukum Internasional ada lebih dulu darpada Hukum
Nasional Realita menjelaskan Hukum Internasional lebith banyak
bersumber pada Hukum Negara yaitu dar1 praktik negara

Aliran monisme dengan primat hukum internasional beranggapan
hukum internasional lebith tinggi dar1 hukum nasional Hal i
dimungkinkan dalam teor1 monisme Monisme dengan primat hukum
nasional, hukum mternasional merupakan kepanjangan tangan atau
lanjutan dar1 hukum nasional atau dapat dikatakan bahwa hukum
internasional hanya sebagar hukum nastonal untuk urusan luar negeri
Paham im melihat bahwa kesatuan hukum nasional dan hukum
internasional pada hakikatnya adalah hukum internasional bersumber
dar1 hukum nasional Alasan yang kemukakan adalah sebagar bertkut

1) Tidak adanya suatu orgamsasi di atas negara-negara yang
mengatur kehidupan negara-negara

2) Dasar hukum internasional dapat mengatur hubungan antar
negara terletak pada wewenang negara untuk mengadakan
perjanjian internasional yang berasal dari kewenangan yang
diberikan oleh konstitus1 masing-masing negara

Monisme dengan primat hukum internasional, paham i1 beranggapan
bahwa hukum nasional bersumber dar1 hukum internasional Menurut
paham m1 hukum nasional tunduk pada hukum internasional yang
pada hakikatnya berkekuatan mengikat berdasarkan pada pen-
delegasian wewenang dar1 hukum mternasional Pada kenyataannya
kedua teort mi dipakar oleh negara-negara dalam menentukan
keberlakuan darn hukum internasional di negara-negara Indonesia
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sendit menganut teor1 dualisme dalam menerapkan hukum
mternasional dalam hukum nasionalnya

Pembuatan dan pengesahan perjanjlan internasional antara
Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lamn, organisast
internasional dan subjek hukum nternasional lain adalah suatu perbuatan
hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek
hukum internasional lamnnya Oleh sebab 1tu pembuatan dan pengesahan
suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang
Perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut
Anziloth dapat ditarik dar1 dua prinsip yang fundamental Hukum
nastonal mendasarkan dir1 pada prinsip bahwa aturan negara (state
legislation) harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional mendasarkan
pada prinsip bahwa perjanjian antarnegara harus dihormat: berdasarkan
prinsip pacta sunt servanda

412 Aliran Dualisme

Alran dualisme secara singkatnya memandang bahwa hukum
internasional dan hukum nasional adalah dua perangkat hukum yang
berbeda Perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional,
berdasarkan tiga sandaran, yaitu perbedaan sumber hukum, subjek
hukum, dan kekuatan hukum Mengenat sumbernya, jtka hukum nasional
bersumber pada kehendak negara itu sendir;, sedangkan hukum
internasional bersumber pada kehendak bersama negara-negara dalam
masyarakat internasional Terkart subjek hukumnya, maka subjek hukum
nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara
Sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota
masyarakat nternasional Sedangkan perbedaan mengenar kekuatan
hukumnya, maka hukum nasional lebth memuliki kekuatan mengikat
dibandingkan dengan hukum nternasional yang lebih bersifat mengatur
hubungan negara-negara secara horizontal Dalam hal mi, Anziloth
menggunakan pendekatan berbeda, walaupun memuliki muara yang sama
Menurutnya, perbedaan mendasar dart hukum nasional dan hukum
internasional adalah terletak pada hakikat bahwa hukum nasional harus
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ditaati, sedangkan hukum internasional harus dyumjung tinggi, sebagat
hasil kesepakatan bersama

Aliran dualisme menjelaskan bahwa, untuk sebuah hukum
internasional diberlakukan pada hukum nasional sebuah negara, maka
diperlukan adanya sebuah bentuk transisi, transist berupa implementasi
Contoh negara yang menerapkan sistem dualisme adalah Britania Raya
dan Irlandia Menurut J G Starke, alasan yang mendukung aliran
dualisme adalah sebagai berikut 5

a Subjek hukum internasional secara utama adalah negara-negara
sedangkan subjek hukum nasional adalah mdividu

b Hukum internasional memuliki sumber hukum atas dasar kehendak
bersama atau negara-negara sedangkan hukum nasional memiliki
sumber hukum atas kehendak kepentingan negara 1tu sendir1

Ablran dualisme bersumber pada teort bahwa daya tkat hukum
internasional bersumber pada kemauan negara, hukum internasional dan
hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang
terpisah Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh aliran dualisme
untuk menjelaskan hal m

a Hukum Nasional bersifat Subordinatif, artinya adanya hubungan
tingg1 rendah antara yang diperintah (rakyat)) dengan yang
memermntah (penguasa) Sedangkan Hukum Internasional bersifat
Koordinatif, artinya tidak ada yang lebih tingg, karena dilandas: oleh
persamaan kedudukan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa

b Memulikt Subjek Hukum yang berbeda, Hukum Nasional memuilik:
subjek hukum, baik Individu maupun Badan Hukum yang ada di
dalam negara tersebut (cakupan sempit) Sedangkan Hukum
Internasional subjek hukumnya meliputy, Individu, Negara, Organisast
Internasional, Perusahan Transnasional, Vatican, Belligerency

¢ Kurang jelasnya aturan-aturan Hukum Internasional, sehingga
mendukung terjadinya berbagair penafsiran di lapangan dan
mengakibatkan kurangnya kepastian hukum (Cakupan Hukum yang
terlalu luas dan kompleks) Berbeda dengan Hukum Nasional yang
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memiliki  aturan-aturan yang jelas dalam mengatur anggota
masyarakatnya

d Hukum Nasional memuliki Badan Supranasional (Legislatif, Eksekutif,
Yudikatif), sedangkan Hukum Internasional tidak memiliki Badan
Supranasional Walaupun terdapat PBB, tetapi tidak memilik1
kewenangan untuk membuat aturan PBB tidak bisa memaksa suatu
negara untuk meratifikas1 suatu konvensi atau perjanpian Internasional

e Hukum Nasional memiliki Aparat Penegak Hukum, sedangkan
Hukum Internasional tidak memiliki Aparat Penegak Hukum yang
mehliputt Polis;, Jaksa, Hakim Walaupun memiliki Mahkamah
Internasional, Pengadilan Pidana Internasional, Pengadilan Ad Hoc,
Arbitrase Internasional, tetapr lembaga-lembaga tersebut tidak
dilengkapi Polist Internasional

Dengan demikian hukum nasional tetap berlaku secara efektif
walaupun bertentangan dengan hukum internasional Adapun akibat
Pandangan Dualisme 1ni1, antara lam

a Kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin
bersumber atau berdasar pada perangkat hukum yang lain (hdak ada

persoalan hierarkai)

b Tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum
tersebut

¢ Ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi

hukum nasional

Akibat lain adalah tidak mungkin adanya pertentangan antara kedua
perangkat hukum tersebut, yang mungkin adalah renvor Karena 1tu dalam
menerapkan hukum mternastonal dalam hukum nasional memerlukan

transformast menjadi1 hukum nasional

413 Aliran Hukum Campuran

Sepert1 telah diuraikan sebelumnya, alasan bahwa batk monisme maupun
dualisme, masing-masmng memuliki kekurangan yang dirasakan tak
mampu menjawab perkembangan permasalahan-permasalahan sekarang
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in1, maka lahirnya teori-teor1 hukum baru seperti teor: transformasi, teor1
delegas1 dan teor1 harmonisast Menurut teori transformasi, peraturan-
peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagat
norma hukum nasional harus melalui proses transformast atau alih bentuk,
batk secara formal maupun substansial Secara formal maksudnya
mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-
undangan nasional negara yang bersangkutan Sedangkan secara
substansial artinya mater: dar1 peraturan hukum internasional 1tu harus
sesual dengan mater1 hukum negara yang bersangkutan Berdasarkan teor
it jelas terlthat ada perbedaan antara traktat yang bersifat janj (promuses),
dengan undang-undang yang bersifat memaksa (command)

Menurut teor1 delegasi, implementasi dar1 hukum internasional
diserahkan kepada negara-negara atau hukum nasional 1tu masing-masing
Jad1 masalah implementasinya 1tu didelegasikan kepada hukum nasional
Oleh karena 1tu, maka masing-masing negara berwenang menentukan
hukum internasional mana yang hendak diterapkan di dalam wilayahnya,
mana yang tidak atau ditolak untuk diterapkan Menurut teor1 harmonisast,
yang penganutnya adalah D P O Conel, hukum internasional dan hukum
nasional harus diarttkan sedemikian rupa bahwa antara keduanya itu
terdapat keharmonisan Tegasnya, eksistenst hukum mternasional dan
hukum nasional berada dalam suatu hubungan yang harmonis

414 Indonesia Aliran Monisme atau Aliran Dualisme?

Berdasarkan uralan mengenat hubungan hukum antara hukum
Internasional dengan hukum nasional, artike] kemudian ingin menganalisis
aliran yang dianut oleh Indonesia Terdapat perbedaan pendapat yang
membagikan Indonesia antara menganut aliran monisme atau dualisme,
yang dilatarbelakangi sebaga1 berikut

a Indonesia mencerminkan aliran monisme
Poltik luar neger1 bebas dan aktif di Indonesia memberikan
kesempatan bagi Indonesia untuk mengadakan keterbukaan hubungan
mnternasional namun menekankan kepentingan nasional Berdasarkan
hal tersebut, Indonesia memberikan kesan mencerminkan aliran
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monisme Akan tetapl, pada kenyataannya Indonesia tidak memuilith
menganut aliran monisme, tetap: hanya terbatas menerapkan politik
luar neger: bebas dan aktif saja

| b Indonesia mencerminkan aliran duahsme
Beberapa pendapat menyatakan bahwa Indonesia mencerminkan
aliran dualisme sesuar dengan Undang-Undang Dasar (UUD) NKRI

| 1945 dan Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No 24 Tahun 2000
mengatur bahwa pengesahan perjanjan internasional dilakukan
dengan adanya undang-undang atau keputusan presiden Kemudian
Pasal 11 ayat (2) pada UUD 1945 mengatur bahwa presiden dalam
mengadakan perjanpan internasional ~mengharuskan adanya
perubahan dar1 perjanjian 1nternasional menjadi pembentukan
undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Disisi
lain, beberapa berpendapat bahwa kedua aturan hukum belum
berhasil menunjukkan bahwa Indonesia menganut aliran dualism
karena status perjanjian internasional tidak dituliskan dengan jelas
Meskipun demikian, hemat penulis Indonesia untuk saat 1n1 cenderung
mencerminkan aliran dualism Selain 1tu apabila ditinjau lebih jauh
melalu1 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka berdasarkan
hierark: peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa
Indonesia menganut aliran dualisme

Berdasarkan uraian teori-teor: tersebut diatas jelas terlithat bahwa
Indonesia sebagai bagian dar1 masyarakat internasional tidak dapat
melepaskan dir1 dar1 pemberlakuan hukum internasional dan juga
tidak dapat mengesampmgkan hukum positifnya atau hukum
nasionalnya Sehingga berdasarkan jiwa kebangsaan dan cita hukum
(recht 1dee) Indonesia, maka penulis memandang bahwa Indonesia
dalam penerapan hukumnya tidak sesuai dengan aliran morusme
maupun dualisme, karena baik hukum mternasional dan hukum
nasional harus dipandang sejajar dalam hal kedudukannya serta
adanya hubungan antara satu dengan yang lain, karena pada dasarnya
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diakur bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu mem-
punyai hubungan saling mempengaruhi yaitu sebagai berikut ¢

¢ Hukum Internasional Dapat Menjadi Hukum Nasional Hukum
mternasional yang terbentuk berdasarkan kesepakatan diantara
berbagar negara-negara di dunia 1 dapat menjadi atau masuk dalam
ruang lingkup hukum nasional suatu negara apabila suatu negara
tersebut meratifikas1 hukum internasional tersebut

d Hukum Nasional Dapat Menjadi Hukum Internasional Hukum
nasionalpun dapat menjadi hukum Internasional karena pada
dasarnya hukum internasional bersumber dar1 hukum nasional Untuk
menjad: hukum internasional, hukum nasional dapat melalu1 tiga cara
yaitu melalur hukum kebiasaan internasional, melalur yurisprudensi,
melalu1 perjanjian dan konvensi internasional

Terdapat banyak pandangan bahwa Indonesia mengikut: aliran
campuran dalam hal 11 harmorusasi, tetap1 harmonisas: yang diharapkan
oleh penulis adalah harmonisas: yang saling berkoordinas: Karena dua
sistem hukum, yaitu sistem hukum internasional dan sistem hukum
nasional 1tu, tidak berada dalam situast konflik atau tidak bertentangan
antar keduanya, karena dua sistem 1tu bekerja dalam Ingkungan yang
berbeda Masing-masing mempunya1 supremasi di lapangannya sendiri
Meski pada praktiknya di lapangan, sangat dimungkinkan terjadinya
konflik mmplementatif, yang sering disebut dengan konflik kewapban
(conflict of obligation)

Makna dar1 konflik kewajpiban 1alah ketidakmampuan negara untuk
melaksanakan suatu kewajiban mternasional, ketika negara bersangkutan
meratifikas1 suatu ketetapan atau konvens: atau perjanjian internasional
Akan tetapi, ketidakmampuan negara tersebut, tidak kemudian berakibat
pada tidak sahnya hukum mternal/hukum nasional Kendati demikian,
tanggung jawab internasional negara itu masth tetap eksis, dan tidak ada
argumen untuk menghindar dar1 kewajiban mternasional tersebut Oleh
karena 1tu terdapat ketidaktegasan apakah Indonesia menganut aliran
monisme atau dualisme Sejauh i, Eddy menganggap bahwa Indonesia
menganut doktrm gabungan, yaitu 1nkorporast (monisme) untuk
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perjanjian-perjanjian nternasional yang menyangkut keterikatan negara
sebagai subjek hukum internasional secara eksternal Akan tetap:
menganut doktrin transformasi (dualisme) untuk perjanjian mnternasional
yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia

Aliran monisme maupun duahsme memang diakui sebagar dua
aliran besar dalam penerapan hukum Tetap: sebenarnya kedua aliran
tersebut merupakan teori-teort yang bila dipergunakan untuk per-
kembangan sekarang 1 dianggap tidak sesuai lagi, sehingga kesimpulan
akhir yang dapat diberikan dari hasil penulisan ini, bahwa Indonesia
sebaitknya dalam penerapan hukum internasional dan hukum nasional
sebatknya mengikuti aliran campuran atau melakukan harmonisas:
hukum Karena pada dasarnya batk hukum internasional maupun hukum
nasional memuiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya Tetap:
harmonisas1 yang diharapkan adalah harmonisasi yang saling
dikoordmasikan antara hukum mnternasional dan hukum nasional, agar
tidak menimbulkan konflik kewapiban

4 2 Hierarki Kekuatan Hukum Indonesia

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat
dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai Sfufenbau des Recht yang
bermtikan baliwa kardah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan
setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebith
tingg1? Untuk lebth memahamu teor1 Stufenbau des Recht, harus
dihubungkan dengan ajaran Kelsen yang lain yaitu Reine Rechtslelire atau
The pure theory of law (teor:t mumi tentang hukum) dan bahwa hukum 1tu
tidak lain ” command of the sovereign”, kehendak yang berkuasa Hans Kelsen
mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dmamik
(nomodynamics) karena hukum 1tu selalu dibentuk dan dihapus oteh
lembaga-lembaga atau otoritas-otonitas yang berwenang membentuknya,
sehingga dalam hal 1 tidak kita uhat dar1 segt 1s1 norma tersebut, tetapt
dar1 seg1 berlakunya atau pembentukannya



74 Pengantar Hukum Internasional

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di
Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur jenis dan
hierark: Peraturan Perundang-undangan, yaitu 8

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Undang-Undang/Peraturan Pemermtah Pengganti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden,

Peraturan Daerah Provinsi, dan

N OO o W N

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuar
dengan hierark: tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebth tinggi Jeris peraturan perundang-undanganselam yang
dimaksud d1 atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh

-

Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”),

Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR"),

Dewan Perwakilan Daerah (“DPD"),

Mahkamah Agung,

Mahkamah Konstitust (“MK"),

Badan Pemeriksa Keuangan,

Komusi Yudisial,

Bank Indonesia,

Menter,

Badan, lembaga, atau komus1 yang setingkat yang dibentuk dengan

Undang-Undang (“UU”) atau pemerintah atas perintah UU,

11 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinst dan DPRD
kabupaten/kota,

12 Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat

O 0 N O UT e WO
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Pasal 7 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 menentukan bahwa kekuatan
hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierark:
sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Ini berarti bahwa Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
dnadikan sebagai norma dasar (basic norm) sebagaimana menurut Kelsen
atau aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz) sebagaimana pandangan
Nawiaky ¢ Oleh sebab 1tu, konsekuensinya adalah pertama, UUD NRI
Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebth rendah
(berlaku asas lex superiort derogat legt inferiort) dan kedua, materr muatan
dart UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala
perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang
lebith rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut
dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (van
rechtswegenietig)

UU No 12 Tahun 2011 telah memuat asas yuridis dalam pem-
bentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun masth
memunculkan masalah-masalah yuridis dalam penerapannya UU No 12
Tahun 2011 mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam
hierark: peraturan perundang-undangan Padahal, dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU No 10 Tahun 2004), kedudukan dar1 Ketetapan MPR telah
dihapuskan dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia

Penutup

Hubungan antara hukum internasional dan hukum nastonal dilandaskan
oleh aliran monisme dan aliran dualisme Menurut aliran momsme, hukum
internasional dan hukum nasional adalah satu Kesatuan yang besar
Sedangkan hukum dualism merupakan dua mstrumen yang berbeda dan
terpisah



76 Pengantar Hukum Internasional

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap mater1 di atas,
silahkan kerjakan latihan berikut!

1 Jelaskan perbedaan antara aliran montsme primat hukum nternasional
dengan ahran'

2 Berikan analisis alran apa yang dianut oleh Indonesia dalam
hubungan antara hukum mternasional dengan hukum nasional!
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Islam  Perundang Undangan dan Pranata Soswl 7 No 1 (August 28 2018) Https //Jurnal Ar
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2 Hasanuddin Hasyim, Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teor1
Monisme dan Teort Dualisme  Mazalubuna Jurnal Perbandingan Mazhab 1 No 2 (2019)
Http //Journal Uin Alauddin Ac Id/Index Php/Mjpm/Article/ View /10623 /7444

*  Andi Tenripadang, Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional Diktum, Vol 14
(Institut Agama Islam Neger: Parepare 2016) Https //Dot Org/10 35905/ Diktum V1411 224
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(kasus Israel dan Panama) dan penolakan pemberian pengakuan yang
berlarut-larut (kasus RRC dan Uni Soviet) Negara-negara Amerika Latin
dan Amerika Tengah banyak mengalami kesuhtan akibat dar1 tindakan
pemberian pengakuan oleh negara-negara besar seperti Amerika
Pengakuan prematur Amerika terhadap Panama yang memisahkan dir
dart Mexico dan penangguhan pemberian pengakuan terhadap rejm
Oregon di Mexico yang sesungguhnya telah memenuhi syarat untuk
diaku1 dapat dinilai sebagar campur tangan atas urusan negara lain Kasus-
kasus di atas membuktikan penyalahgunaan pengakuan Pengakuan tidak
digunakan sebagai perangkat hukum untuk mengatur interaks: antar
negara secara harmonis dan normal melamnkan difungsikan sebagai
perangkat poliik untuk memburu kepentingan nasional negara ber-
sangkutan

Dalam mengamati perilaku negara-negara terhadap pengakuan akan
terlihat jelas terjadinya perbenturan antara dua hal yaitu kepentingan
untuk mematuht hukum internasional dengan kepentingan untuk mem-
perjuangkan kepentingan nasional Secara yuridis normatif pengakuan
merupakan salah satu norma yang mengatur interaks: formal antara
negara-negara berdaulat yang perlu dihormati, sementara kepentingan
nastonal merupakan unsur penting bagi setiap negara dalam memenuhi
tuntutan bangsa dan negara Oleh karena 1tu dalam penelitian mi akan
digunakan teor1 dua jenis teor1 dasar yattu teori-teor: pengakuan yang akan
digunakan untuk menganalisa ukuran yuridis dar1 praktik pengakuan dan

teort kepentingan nasional untuk menganalisa pengaruh kepentingan
politik dalam praktik pengakuan

51 Pengertian Pengakuan Internasional

Menurut ] B Moore makna pengakuan adalah sebaga1 suatu jaminan yang
diberikan kepada suatu negara baru bahwa negara tersebut diterima
sebagal anggota masyarakat mternasional Dar1 definis1 di atas maka dapat
diartikan fungsi pengakuan mu yartu, untuk memberikan tempat yang
sepantasnya kepada suatu negara atau pemermtah baru sebagai anggota
masyarakat internasional
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Dalam hiteratur-literatur hukum terdapat pendapat yang menyatakan
bahwa pengakuan 1n1 adalah sebaga1 suatu keharusan atau sebagai suatu
kewayiban hukum Hal 11 berawal dan doktrin Luterpacht dan Chen yang
menyatakan bahwa pengakuan i1 merupakan suatu keharusan agar suatu
negara dapat lahir Menurut Lauterpacht, karena suatu negara tidak dapat
ada sebaga1 subyek hukum tanpa adanya pengakuan ini, maka hukum
mnternasional membebankan kewajiban kepada negara-negara yang telah
ada untuk memberikan pengakuannya ! Dengan hal yang nada yang sama,
namun berbeda redaksinya, Chen berpendapat bahwa karena negara baru
itu ada dan mempunyal hak, maka ada suatu kewajiban bagi negara-
negara lain untuk mengakuinya agar hak negara tersebut berlaku

52 Jemis-jenis Pengakuan Internasional

Dilthat dar1 bentuknya, pengakuan dapat dibedakan menjadi

—

Pengakuan terhadap negara baru

Pengakuan terhadap pemerintah baru
Pengakuan terhadap belligerency

Pengakuan terhadap representative organization

Ot = W N

Pengakuan terhadap perolehan tambahan territorial

Dilihat dar cara atau metodenya, pengakuan dapat dibedakan
menjad1 dua, yaitu pengakuan secara tegas (express recognition) dan
pengakuan secara diam-diam (implied recognition)

1 Pengakuan secara tegas

Pengakuan 1 dilakukan dengan pernyataan pengakuan lewat publik
statement, nota diplomatik, atau dengan perjanjian bilateral yang
1sinya secara tegas menyatakan pengakuan oleh satu pihak terhadap
pthak yang lain Sebagai contoh dapat dikemukakan peranjan
bilateral Inggris dengan Birma yang ditandatangani 17 Oktober 1947
yang beris1 péngakuan Inggris pada Birma, bekas wilayah jajahannya
sebagai a fully independent sovereign state
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2 Pengakuan diam-diam
Pengakuan n1 terjadi jika suatu negara mengadakan hubungan dengan
pemerintah atau negara baru dengan mengirimkan seorang wakil
diplomatik, mengadakan pembicaraan dengan pejabat resmi atau
kepala negara setempat Namun dalam keadaan i1 harus ada indikast
atau tindakan nyata untuk mengakui pemermtah atau negara yang
baru

53 Fungsi Pengakuan

Menurut J B Moore makna pengakuan adalah sebagat suatu jaminan yang
dibertkan kepada suatu negara baru bahwa negara tersebut diterima
sebagai anggota masyarakat mternasional Dar1 definus1 di1 atas maka dapat
diartikan fungsi pengakuan i yaitu, untuk memberikan tempat yang
sepantasnya kepada suatu negara atau pemermtah baru sebagar anggota
masyarakat internasional? Dalam Iteratur-iteratur hukum terdapat
pendapat yang menyatakan bahwa pengakuan mi1 adalah sebagar suatu
keharusan atau sebagat suatu kewaytban hukum

Hal 11 berawal dar1 doktrin Luterpacht dan Chen yang menyatakan
bahwa pengakuan i1 merupakan suatu keharusan agar suatu negara dapat
lahir Menurut Lauterpacht, karena suatu negara tidak dapat ada sebagai
subyek hukum tanpa adanya pengakuan ini, maka hukum internasional
membebankan kewajiban kepada negara-negara yang telah ada untuk
memberikan pengakuannya Agar negara baru itu ada Dengan hal yang
nada yang sama, namun berbeda redaksinya, Chen berpendapat bahwa
karena negara baru itu ada dan mempunyai hak, maka ada suatu
kewajiban bag: negara-negara lamn untuk raengakwinya agar hak negara
tersebut berlaku

54 Teori-teor: tentang Pengakuan

Dalam hteratur-literatur hukum internasional terdapat dua teorn yang
terkenal tentang pengakuan, yaitu
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1 Teor Konstitutif

Dalam teor1 konstitutif in1 dikemukakan bahwa di mata hukum
internasional, suatu negara lahir jika negara tersebut telah diakui oleh
negara lamnnya Hal mi mengartitkan bahwa hanya dengan
pengakuanlah suatu negara baru 1tu dapat diterima sebagai anggota
masyarakat internasional dan dapat memperoleh status sebagai subjek
hukum internasional Pendukung utama teor: i1 adalah Lauterpacht
yang menyatakan bahwa a stafe 1s, and becomes, an nternational person
through recognition only and excluswely 3 Selanjutnya ditegaskannya pula
bahwa statehood alone does not imply membership of the family of nations
Untuk menguatkan sifat hukum dar1 perbuatan pengakuan, 1a juga
menegaskan bahwa recognition 1s a quast judictal duty dan bukan
merupakan an act of arbitrary discreation or a political concession

Ada dua alasan yang melatarbelakang: teor1 11 Pertama, jka kata
sepakat yang menjad: dasar berlakunya hukum internasional, maka
tidak ada negara atau pemerintah yang diperlakukan sebagai subjek
hukum internasional tanpa adanya kesepakatan dar1 negara yang ada
terlebth dahulu Alasan kedua, yaitu bahwa suatu negara atau
pemerintah yang tidak diakui tidak mempunyar status hukum
sepanjang negara atau pemerintah 1tu berhubungan dengan negara-
negara yang tidak mengaku
2 Teor1 Deklaratif

Dalam teort i pengakuan tidak menciptakan suatu negara karena
lahirnya suatu negara, karena suatu negara lahir atau ada berdasarkan
situasi-situast/fakta murnt Kemampuan tersebut secara hukum
ditentukan oleh usaha-usahanya serta keadaan-keadaan yang nyata
dan tidak perlu menunggu untuk dapat diakui oleh negara lamn Suatu
negara ketika lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional
dan pengakuan hanya merupakan pengukuhan dar1 kelahiran tersebut,
maka menurut teor1 11 pengakuan tidak menciptakan suatu negara,
dan pengakuan bukan merupakan syarat lahirnya suatu negara baru

Dalam perkembangan di Ingkungan hukum internasional
kecenderungan praktik negara-negara lebih mengarah kepada teor:
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deklaratf Contohnya adalah penolakan pengakuan oleh negara
negara Barat sampai tahun 1973 atas pembentukan Republk
Demokrasi Jerman yang dianggap merupakan pelanggaran Uru Soviet
terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjan-
perjanjian yang telah dibuat dengan negara-negara sekutu sesudah
perang Imi adalah contoh dar pelaksanaan teor1 konstitutif yang
sekarang 1 tidak lag: dipaka1 dalam praktik negara-negara ¢

Salah satu cir1 pokok yang sebagaimana diketahur dalam hubungan
mnternasional sesudah tahun 1945 adalah munculnya negara-negara
baru setelah membebaskan dir1 dari1 penjajahan kolonial Berkaitan
dengan hal 1tu hukum internasional tidak melarang gerakan
kemerdekaan nasional untuk lepas dar1 penjagjahan Meskipun
kecenderungar: praktik dalam hukum internasional lebth mengarah
kepada teor1 deklaratif, namun bukan berarti teor1 konstitutif
sepenuhnya salah Kedua teort in1 mempunyai alasan masing-masing
yang benar dan dalam beberapa keadaan keduanya pun benar

Suatu negara atau pemerintah tidak akan mendapatkan status darn
negara lam kecuali negara tersebut diakui oleh negara yang ber-
sangkutan (teor1 konstitutify Namun bukan berarti bahwa negara
tersebut tidak ada (teor1 deklaratif)y Maka, jika dilthat dar1 hal tersebut,
negara tetap ada meskipun tidak diakui Negara tersebut hanya dapat
mengadakan hubungan dengan negara yang mengakumya Pada
waktu rezim komumis Cma berkuasa, negara Cina mu tetap ada
meskipun Amerika Serikat tidak mengakuinya, tetapt negara Cina
tidak dapat melakukan hubungan dengan Amerika Serikat sampai
Amerika Serikat memberikan pengakuannya

Dar1 uraian d1 atas dapat dikatakan bahwa muncul atau lahirnya suatu
negara adalah suatu peristtwa yang tidak langsung mempunyar ikatan
dengan hukum internasional Pengakuan yang diberikan kepada
negara yang baru lahir tersebut hanya bersifat politik, atau sepertt
pengukuhan terhadap statusnya di hngkungan anggota masyarakat
nternasional dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki sesuar
dengan hukum internasional
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55 Pembernan Pengakuan Internasional

1

Pengakuan secara Kolektif

Pengakuan suatu negara dalam kategori i1 dapat berupa dua bentuk
Bentuk yang pertama adalah deklarasi bersama oleh sekelompok
negara Contohnya adalah pengakuan negara-negara Eropa secara
kolektif /bersama-sama pada tahun 1992 terhadap ketiga negara yang
berasal dar1 pecahan Yugoslavia yakni Bosnia dan Herzegovina,
Kroasia, dan Slovenia Bentuk kedua yaitu pengakuan yang diberikan
melalul penerimaan suatu negara baru untuk menjad: bagian/ peserta
ke dalam suatu perjanjian multilateral 5 Contohnya sepert1 perjanjian
damar Prinsip Pengakuan dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau
dar1 Hukum Internasional

Pengakuan kolektif m1 dalam kaitannya dengan pengakuan negara
baru mempunya1 peranan sebagai bukti pengakuan terhadap adanya
negara baru Pengakuan kolektif berkaitan dengan masuknya suatu
negara ke dalam suatu organisasi internasional terkadang me-
nimbulkan masalah yang cukup penting bagi negara yang
bersangkutan Penyebab hal mi adalah karena masuknya negara
tersebut ke dalam pengakuan terhadapnya bukan diberikan oleh
organisast internasional melankan oleh para anggotanya Pengakuan
kepada negara baru diberikan oleh sekelompok negara yang ber-
gabung dalam organisasi tersebut Sudah tentu dengan diberikannya
pengakuan kolektif mi akan mempunyai dampak yang cukup
berpengaruh terhadap hubungan negara baru tersebut dengan negara-
negara anggota organisasi internastonal tersebut

Pengakuan secara Terang-terangan dan Individual
Pengakuan seperti 1 berasal dar1 pemermtah atau badan yang
berwenang d1 bidang hubungan luar negeri, ada beberapa cara seperti

a Nota Diplomatik, Suatu Pernyataan atau Telegram Pada
umumnya suatu negara mengakur negara lain secara individual
yang hanya melibatkan negara 1tu saja Pengakuan mdividual mm
mempunyai arti diplomatik tersendir1 bila diberikan oleh suatu
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negara kepada negara bekas jajahannya atau kepada negara yang
sebelumnya bagian dari negara yang memberikan pengakuan
Misal pernyataan negara Republik Indonesia terhadap
kemerdekaan Timor Leste di mana sebelumnya Timor Leste adalah
salah satu bagian dar1 NKRI
b Suatu Perjanjian Internasional, beberapa contohnya adalah (1)
pengakuan Prancis terhadap Laos tanggal 19 Juh 1949 dan
Kamboja 18 November 1949 (2) Pengakuan Jepang terhadap Korea
tanggal 8 September 1951 melalu1 pasal 12 Peace Treaty
¢ Pengakuan timbal balik Italia, Vatikan melalui pasal 26 Treaty of
Latran 14 Februar1 1929
Pengakuan secara Diam-diam
Seperti yang terjadi pada hubungan Amerika Serikat dan Cina
Walaupun Amerika Serikat secara resmi tidak mengakur RRC, tetap:
semenjak tahun 1955 negara tersebut telah mengadakan perundimgan-
perundingan tingkat duta besar di Jenewa, Warsawa, Prancis, dan yang
dukuti dengan pembukaan kantor-kantor penghubung di kedua
negara akhir Me1 19736 Dapatlah dikatakan bahwa perundingan-
perundingan dan pembukaan kantor penghubung tersebut ditambah
dengan kumungan resmi Presiden Nixon ke Peking tahun 1971
merupakan pengakuan secara timbal-balik secara diam-diam
walaupun tidak adanya pengakuan secara resmu Dalam hubungan
mternasional, hubungan antar dua negara atau perundingan-
perundmgan tingkat duta besar idak mungkin dapat terjadi jika antara
negara satu dengan yang lam tidak saling mempunyai Prinsip
Pengakuan dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau dar1 keberadaan
masmg-masing walaupur secara diam-diam Kunjungan PM Israel
Shimon Peres ke Maroko tanggal 21 Juli 1986 dan pembicaraan-
pembicaraan yang dilakukannya dengan Raja Hasan II untuk mencart
penyelesaian Timur Tengah dapatlah dianggap sebagai pengakuan
secara diam-diam antara kedua negara Contoh lainnya adalah Vatikan
yang sering mengadakan hubungan dengan Israel pada tmgkat duta
besar walaupun kedua negara i tidak mempunyar hubungan
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diplomatik, dan pada akhirnya Vatikan secara resmi mengakui Israel
pada tanggal 30 Desember 1993
4 Pengakuan Terpisah
Pengakuan terpisah 11 juga dapat diberikan apabila pengakuan 1tu
diberikan kepada suatu negara baru, namun tidak kepada
pemerintahnya, atau sebaliknya pengakuan diberikan kepada suatu
pemerintah yang baru yang berkuasa, tetapt pengakuan tidak
diberikan kepada negaranya
5 Pengakuan Mutlak

Suatu pengakuan yang telah diberikan kepada suatu negara baru tidak
dapat ditarik kembali Institut Hukum Internasional dalam suatu
Resolus: yang disahkannya pada 1936 menyatakan bahwa pengakuan
de jure suatu negara tidak dapat ditarik kembali Moore menyatakan
bahwa pengakuan sebagai suatu asas umum bersifat mutlak dan tidak
dapat ditarik kembali (absolute and 1rrevocable) 7 Hal i1 dapat dikatakan
sebagai konsekuensi dar1 pengakuan de jure Namun pengakuan secara
de facto yang telah diberikan, dalam keadaan tertentu pengakuan
dapat ditarik kembali Penyebab hal i1 karena biasanya pengakuan de
facto diberikan kepada negara, sebagar hasil dar1 penilaiannya yang
bersifat temporer atau sementara dan hati-hat: terhadap lahirnya suatu
negara baru Hal seperti1 11 dilakukan untuk mengahadap: suatu
situas1 di mana pemerintah yang diakur secara de facto tersebut
kehilangan kekuasaan, karena hal in1 maka alasan untuk memberikan
pengakuan menjad: hilang Oleh karena 1tu pengakuan yang telah
diberikan dapat ditarik kembalt bagi negara yang member: pengakuan
Pada waktu pertama kah Indonesia menyatakan kemerdekaanya,
Belanda tidak mengakuinya, tetap: ketika Indonesia berhasil mem-
pertahankan kemerdekaan setelah dilalu1 oleh aksi-akst milter,
Belanda tidak langsung memberikan pengakuan de jure, tetapr hanya
pengakuan de facto Tindakan ini dilakukan karena Belanda masth
berharap situasi d1 dalam neger1 Indonesia dapat berubah dan Belanda
dapat kembali berkuasa Dalam prakttk hukum internasional,
penarikan suatu pengakuan jarang terjadi atau ditemui, namun hal m
mempunyal kemungkinan untuk terjadi Tahun 1936 Inggris mengaku
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secara de facto penaklukan Itala atas Ethiopia dan kemudian dukutt
pengakuan de jure di tahun 1938, namun Inggris menarik
pengakuannya 1 di tahun 1940 menyusul terjadinya pergolakan
senjata d1 neger1 Ethiopia yang diduduki 1tu

Pengakuan Bersyarat

Suatu pengakuan yang diberikan kepada suatu negara baru yang
diserta1 dengan syarat-syarat tertentu untuk dilaksanakan oleh negara
baru tersebut sebagai imbangan pengakuan (Tasnf, 1966) Menurut
Hall, pengakuan i ada dua macam, yakm pertama, pengakuan
dengan syarat-syarat Prinsip Pengakuan dalam Pembentukan Negara
Baru yang harus dipenuhi sebelum pengakuan diberikan Kedua,
pengakuan dengan syarat-syarat yang harus dilakukan kemudian
sesudah pengakuan dibertkan Dalam hal yang pertama, pengakuan
tidak perlu dilakukan apabila syarat-syarat yang telah disetuju1 tidak
dilakukan atau dilaksanakan® Dalam hal yang kedua, tdak
dipenuhinya syarat-syarat pengakuan yang telah disetwyur untuk
dilaksanakan maka hal i1 member: alasan kepada negara yang
memberikan pengakuan untuk melaksanakan penataan syarat-syarat
tersebut melalur pemutusan hubungan diplomatik atau bahkan dengan
mengadakan mtervenst Pengakuan bersyarat m: dibertkan sebaga:
pengikat dan sebaga1 suatu cara tekanan polittk kepada suatu negara
baru Contoh dar1 pengakuan it adalah, ditandatanganinya perjanjian
Litvinov tahun 1933, perjanjian mi berist pengakuan Amerika Serikat
terhadap pemerintah Soviet Dalam perjanjian tersebut dusyaratkan
agar Uni Soviet membayar seluruh tuntutan keuangan Amerika Serikat
dan bahwa Uni Soviet tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang
dapat mengganggt keamanan dalam negert Amerika Serikat? Pada
tahun 1878 Bulgaria, Montenegro, Serbia, dan Rumania diakui oleh
sekelompok negara-negara Eropa dengan syarat bahwa negara-negara
1 tidak akan melarang warga negaranya menganut agamanya
Contoh lain adalah pengakuan Amerika Serikat dan Inggris terhadap
Pemerintahan sementara Cekoslovakia dan Polandia, d1 mana dalam
pengakuan tersebut tercantum didalamnya persyaratan agar kedua
negara 11 mengadakan pemilhan umum yang bebas sesudah
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pendudukan yang dilakukan Jerman atas kedua negara mi1 berakhir
Sehubungan dengan persyaratan-persyaratan mi pula, Mahkamah
Agung Amerika Serikat, dalam kasus US vs pmk mengatakan bahwa
recognition 1s not always absolute, 1t 1s sometunes conditional Pengakuan
bersyarat i1 tidak berakibat hukum apapun juga, hal 11 disebabkan
karena pengakuan yang demikian merupakan tindakan sepihak saja,
dan dilatarbelakangi oleh maksud-maksud poliik Dalam hukum
mternasional dikenal dua macam bentuk pemerintah baru, yaitu
pengakuan pemerintah de jure dan de facto

Penutup

Sebaga1l pribadi internasional yang membutuhkan hubungan dengan
negara lain atau subyek hukum mternasional yang lain, negara baru
tersebut membutuhkan pengakuan dart negara lainnya agar dapat
melakukan hubungan yang akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban internasional yang harus dilaksanakan dalam tatanan pergaulan
mnternasiconal

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap mater1 di atas,
silahkan kerjakan latithan berikut!

1 Berikan analisis Anda mengenair hubungan antara pengakuan dalam
hukum internasional dengan kedaulatan suatu negara!
Berikan argumentast Anda apakah pengakuan dalam hukum

N

mnternasional dapat berakhir!
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